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ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Analisis Hukum Islam terhadap Putusan Mahkamah
Agung Nomor: 285/K/AG/2006 dalam Pembatalan Putusan Pengadilan Tinggi
Agama Surabaya Nomor: 219/Pdt.G/2005/PTA.Sby dan Pengadilan Agama
Surabaya Nomor:1728/Pdt.G/2005/PA.Sby tentang Sistem Pembuktian Harta
Bersama™. Penelitian ini ditujukan untuk menjawab dua pertanyaan, yaitu apa
pertimbangan hakim Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan Tinggi
Agama Surabaya dan Pengadilan Agama Surabaya tentang sistem pembuktian harta
bersama? dan bagaimana analisis hukum Islam terhadap putusan Mahkamah Agung
tentang pembatan putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dan Pengadilan
Agama Surabaya tentang sistem pembuktian harta bersama?.

Data penelitian dihimpun dari dokumen berkas perkara yang berkaitan dengan
kasus terscbut. Walaupun merupakan penelitian dokumenter, wawancara dengan
hakim Pengadilan Agama Surabaya juga dilakukan, guna memperdalam putusan.
Penelitian ini menggunakan teknik deskriptif analisis.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa, perrama hakim Mahkamah Agung
membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dan Pengadilan Agama
Surabaya. Mahkamah Agung mempertimbangkan dengan sistem pembuktian saksi
dari Penggugat, hal ini berdasarkan HIR/RIB Pasal 171. Sedangkan Pengadilan
Tinggi Agama Surabaya dan Pengadilan Agama Surabaya menggunakan sistem
pembuktian bukti autentik (sertifikat tanah), berdasarkan HIR/RIB pasal 165 dan
167. Kedua, Dasar hukum Islam terhadap putusan Mahkamah Agung tentang
pembatalan putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dan Pengadilan Agama
Surabaya tentang sistem pembuktian harta bersama kurang tepat karena hanya
dengan keterangan saksi. Saksi sendiri dalam hukum Islam harus melakukan sendiri,
menyaksikan sendiri dan melihat sendiri. Seharusnya hakim Mahkamah Agung juga
mempertimbangkan bukti autentik yang merupakan bukti sempumna.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan bagi hakim dalam
memutusakan perkara pembuktian harta bersama. Jika ada kesalahan dalam
pencrapan hukum maka akan berakibat fatal terhadap putusan yang dibuat oleh
hakim. Dalam jual beli, khususnya tanah, segera dibalik namakan dari pihak penjual
ke pihak pembeli di depan notaris atau pejabat yang berwenang untuk itu. Karena
harta ini membawa dampak saat terjadi gugatan di pengadilan tentang pembagian
harta bersama.
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BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Sudah menjadi kodrat manusia antara yang satu dengan yang lainnya saling
membutuhkan, karena manusia makhluk sosial. Sejak dilahirkan manusia telah
dilengkapi dengan naluri untuk senantiasa hidup bersama orang lain. Naluri
untuk hidup bersama tersebut mengakibatkan hasrat yang kuat untuk hidup
teratur.
Demikian pula diantara perempuan dan laki-laki saling membutuhkan.

Sebagaimana firman Allah dalam surat ar-Rum, ayat 21:
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Artinya:

"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan Allah ialah Dia menciptakan
untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa
tentram kepadanya. Dan dijadikannya diantara kamu rasa kasih sayang,
sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi
kaum yang berfikir.”

Pada prinsipnya tujuan perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan

di Indonesia pasal 1 adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang

! Departemen Agama, al-Qur’ an dan Terjemahannya, h. 644



wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga)
yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.’

Dalam perkawinan ada hak dan kewajiban suami isteri. Kewajiban antara
suami terhadap isteri, yaitu kewajiban yang bersifat materi (nafagoh) dan
kewajiban yang tidak bersifat materi (menggauli isteri secara baik dan patut).
Oleh karena itu, hubungan suami isteri harus harmonis, penuh kebahagian lahir
batin, kebahagiaan rohani dan jasmani, baik moral, materiil, maupun spiritual,
dilandasi dengan ma'rut, sakinah, mawaddah, warahmabh.

Menurut Moh. Idris Ramulyo yang dimaksud dengan ma'ruf, sakinah,
mawaddah, warahmah, yaitu:

Ma'ruf adalah pergaulan suami dan isteri itu harus saling menghormati,
saling menjaga rahasia masing-masing, suami sebagai fop figure, sebagai
nahkoda, ibarat kapten kapal yang memimpin pelayaran mengarungi samudra
yang badai yang maha dahsyat, harus menenagkan gejolak jiwa, baik seluruh
penumpang maupun seluruh kru, menjaga pergaulan yang harmonis baik antara
suami isteri maupun dengan anak-anak.

Sakinah adalah penjabaran lebih lanjut dari ma’ruf, yaitu agar suasana
kehidupan dalam rumah tangga itu terdapat keadaan aman dan tentram, tidak

terjadi perselisihan paham yang prinsipil.

2 Undang-Undang Perkawinan di Indonesia dilengkapi Kompilasi Hukum Islam di Indonesia
Pasall, h.5



Mawaddah dan rohmah yaitu agar kehidupan rumah tangga itu selalu dan
harus dijamin, Saling mencintai dikala masih muda remaja, di pupuk terus agar
saling menyantuni dikala tua renta dan kakek nenek.’

Didalam al-Qur’an juga dijelaskan sesuai dengan firman Allah Q.S. an-

Nisa’, ayat 21:

zZ -z -, 2 _ P
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Artinya:
4

“..Perkawinan itu adalah sesuatu perjanjian yang suci.”

Begitu kuat dan kokohnya hubungan antara suami isteri, maka tidak
sepantasnya apabila hubungan tersebut di rusak dan disepelekan. Setiap usaha
untuk menyepelekan hubungan pernikahan dan melemahkannya sangat dibenci
oleh Islam, karena ia merusak kebaikan dan menghilangkan kemaslahatan antara
suami dan isteri.’

Hidup dalam perkawinan merupakan sunnah Allah dan sunnah Rasul. Itulah
yang dikehendaki oleh Islam. Sebaliknya melepaskan diri dari kehidupan
perkawinan itu menyalahi kehendak Allah dan sunnah Rasul. Menyalahai
kehendak Allah menciptakan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warra
hmah.

Meskipun demikian, bila hubungan pernikahan tidak dapat lagi

dipertahankan, dan kalau dilanjutkan juga akan menghadapi kehancuran dan

3 Moh. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam, h. 225-226
* Departemen Agama, A/-Qur’an dan Terjemahnya, h. 120
5 Aminudin, Slamet Abidin, Fikih Munakahat 2, h. 9-10



kemundaratan. Islam membuka pintu untuk terjadinya perceraian. Dengan
demikian, pada dasarnya perceraian atau ralag itu adalah sesuatu yang tidak
disenangi (makruh). Adapun ketidaksenangan Nabi itu terlihat dalam hadits Nabi

dari Ibnu Majah dan disahkan oleh hakim, sabda Nabi:

“Darijjlszzygnar, dari Nabi SAW. telah bersabda, sesuatu yang halal yang amat
dibenci Allah ialah talag.™®

Perceraian yang datang baik dari pihak suami maupun dari pihak isteri
terdapat harta bersama. Hal ini diatur dalam pasal 35 ayat (1) UU. No. 1 Tahun
1974 yang berbunyi “Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi
harta bersama.” Ini berarti terbentuknya harta bersama dalam perkawinan ialah
sejak saat tanggal terjadinya perkawinan sampai ikatan bubar. Kalau begitu apa
saja yang diperoleh terhitung sejak saat dilangsungkan akad nikah, sampai saat
perkawinan pecah, baik oleh salah satu meninggal atau oleh karena perceraian,
seluruh harta tersebut dengan sendirinya menurut hukum harta bersama.’

Apabila dalam perceraian terjadi perselesihan tentang harta bersama

diantara mereka, maka pengadilan berwenang menyelesaikan sengketa diantara

% Imam Hafit Abi Dawud Sulaiman Ibn Asy‘as As-Sajastani, Sunan Abi Dawud juz 2, Kitab
Talag, No. 2178, h. 120
" M. Yahya Harahap, Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama, h. 272



mereka. Dalam hal ini Pengadilan Agama yang berwenang menangani sengketa
harta bersama. Hal ini diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 88 berbunyi
“Apabila terjadi perselisihan antara suami isteri tentang harta bersama, maka
penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada Pengadilan Agama.”

Sengketa harta bersama masing-masing pihak harus bisa membuktikan,
apakah harta benda tersebut termasuk harta benda bersama atau harta bawaan.
Adapun asas yang berlaku bahwa pihak yang mengakui sesuatu hak sebagai dasar
bantahan wajib membuktikan.

Di dalam Islam juga di atur bahwa bukti itu dibebankan kepada penggugat.

menurut riwayat al-Baihaqi dari hadits Ibnu Abbas yang berbunyi:

Artinya:
"Bukti itu wajib atas penggugat dan sumpah itu wajib orang yang
digugat.”®
Berangkat dari keterangan di atas, telah ditemukan suatu perkara tentang
harta bersama yang ada di Pengadilan Agama Surabaya. Alasan mengajukan
gugatan harta bersama yaitu setelah kedua belah pihak bercerai dan harta yang
diperoleh selama perkawinan belum dibagi.

Pada permasalahan ini, obyek sengketa adalah rumah dan tanah. Dalam

putusan Pengadilan Agama Surabaya tidak menerima gugatan penggugat,

8 Imam Abi Muslim, Sahih Muslimjuz 12, h. 3-4



dikarenakan tidak bisa membuktikan bahwa tanah yang ditempati tergugat
merupakan harta bersama, karena penggugat tidak dapat menunjukkan bukti
autentik (sertifikat tanah) tersebut, dan keterangan saksi yang diajukan
penggugat dianggap lemah, sebab tidak mengetahui secara langsung proses
pembelian tanah. Putusan inilah yang menjadikan penggugat keberatan dengan
putusan Pengadilan Agama Surabaya, dan mengajukan banding di Pengadilan
Tinggi Agama Surabaya.

Pasca pengajuan banding di Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, yang
kemudian memeriksa, mengadili gugatan penggugat dan menguatkan putusan
Pengadilan Agama Surabaya. Kemudian Penggugat mengajukan kasasi di
Mahkamah Agung.

Setelah Mahkamah Agung memeriksa dan mengadili permohonan kasasi
tersebut, dalam putusannya Mahkamah Agung menerima permohonan kasasi dan
membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dan Pengadilan
Agama Surabaya. Dengan alasan, berdasarkan keterangan saksi penggugat dan
hingga kini Tergugat masih menempati dan menikmati obyek sengketa tersebut.
Dari keterangan tersebut jelas ada perbedaan persepsi antara Mahkamah Agung
dan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, Pengadilan Agama Surabaya.

Pengadilan Agama Surabaya dan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tidak
menerima disebabkan tidak bisa menunjukkan bukti autentik. Sedangkan

Mahkamah Agung mengabulkan dengan alasan tanah sengketa hingga kini



tergugat masih menempati dan menikmati obyek sengketa tersebut, dan
berdasarkan keterangan saksi penggugat telah terbukti bahwa obyek tersebut
merupakan harta bersama.

Dari pemaparan di atas timbul suatu permasalahan, mengapa Mahkamah
Agung membatalkan putusan Pengadilan Agama Surabaya dan Pengadilan
Tinggi Agama Surabaya tentang sistem pembuktian harta bersama? Bagaimana
implikasi hukum putusan Pengadilan Agama Surabaya dan Pengadilan Tinggi
Agama Surabaya yang dibatalkan oleh Mahkamah Agung? Bagaimana analisis
hukum Islam terhadap putusan Mahkamah Agung tentang pembatalan putusan
Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dan Pengadilan Agama Surabaya tentang
sstem pembuktian harta bersama?

Beberapa hal inilah yang mendorong untuk dikaji dan dianalisis dalam
skripsi, yang diformulasikan sebuah judul “Analisis Hukum Islam Terhadap
Putusan Mahkamah Agung Nomor 285 k/AG/ 2006 Tentang Pembatalan Putusan
Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor :219/Pdt.G/2005/Pta. Sby. dan
Pengadilan Agama Surabaya Nomor :1728/Pdt.G/2004/Pa. Sby. Tentang Sistem

Pembuktian Harta Bersama.”

. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, agar penelitian dapat terarah

dan terfokus, maka pokok masalah yang akan dikaji adalah:



1. Apa pertimbangan hakim Mahkamah Agung membatalkan putusan
Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dan Pengadilan Agama Surabaya
tentang sistem pembuktian harta bersama?

2. Bagaimana implikasi hukum pembatalan putusan Pengadilan Agama
Surabaya dan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya oleh Mahkamah Agung
tentang sistem pembuktian harta bersama?

3. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap putusan Mahkamah Agung
tentang pembatalan putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dan

Pengadilan Agama Surabaya tentang sistem pembuktian harta bersama?

C. Kajian Pustaka

Masalah harta bersama sebenarnya sudah banyak yang membahas, terutama
para ilmuwan dan para ahli hukum dalam beragam buku. Namun permasalahan
yang mereka gunakan secara menyeluruh. Baik dari segi hukum positif dan segi
hukum Islam (figh). Seperti yang dikemukakan oleh Moh. Idris Ramulyo dalam
bukunya yang berjudul hukum perkawinan Islam.

Selain itu juga ditemukan tulisan yang merupakan hasil dari analisis
Pengadilan Agama Jombang dengan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tentang
gugatan pembagian harta bersama. Dalam skripsi yang ditulis oleh Syahriyah
Agustiningrum, menjelaskan dua jenis harta yaitu:

1. Harta bawaan yaitu bila perkawinan putus maka harta tersebut kembali ke

masing-masing pihak.



2. Harta bersama yaitu bila perkawinan putus maka harta tersebut dibagi dua,
setengah untuk suami dan setengah untuk isteri.

Skripsi ini membandingkan putusan Pengadilan Agama Jombang dengan
putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam pembagian harta bersama.
Dalam skripsi, dianalisis perbedaan putusan Pengadilan Agama Jombang dengan
Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam perkara gugatan pembagian harta
bersama. Bahwa Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tidak mempunyai hak
untuk perkara tersebut, karena bukan harta bersama, tapi sengketa hak milik dan
yang berwenang adalah Pengadilan Negeri.’

Juwariyah, dalam skripsinya berjudul analisis hukum Islam terhadap
pembatalan putusan Pengadilan Agama Surabaya oleh Pengadilan Tinggi Agama
Surabaya tentang harta bersama. Skripsi ini menjelaskan pengadilan Tinggi
Agama Surabaya mengabulkan gugatan penggugat rekonpensi/pembanding,
bahwa obyek berupa rumah dan tanah hak milik adalah harta bersama antara
pembanding dan terbanding, karena pembelian tanah tersebut dalam perkawinan.
Jual beli antara penjual dan terbanding dihadapan notaris di atas namakan ibu
terbanding.

Berdasarkan keterangan saksi dan alat bukti yang berupa akta jual beli

(akta autentik) adalah bukti sempurna dan mengikat kepada para pihak, maka

® Syahriyah Agustiningrum, Analisis Putusan Pengadilan Agama Jombang Dengan Putusan
Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Tentang Gugatan Harta Bersama, Mimeo, Jurusan ahwal as-
syahsiyah
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hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya memutuskan bahwa rumah dan tanah
tersebut merupakan harta bersama harus dibagi dua antara pembanding dan
terbanding.

Konsep harta bersama juga dibahas oleh Umi Anis Chaula. Dalam
skripsinya yang berjudul hak isteri dari perkawinan kedua terhadap hukum Islam
dan hukum perdata. Skripsi ini menjelaskan bahwa ketentuan harta bersama
dalam perkawinan menurut hukum perdata disebut sebagai harta persatuan
kekayaan, yaitu sejak saat perkawinan dilangsungkan. Sedangkan ketentuan
hukum Islam disebut harta yang diperoleh dalam masa perkawinan, baik itu
lewat pelantaran isteri maupun lewat pelantaran suami sebagai hasil karya
(syirkah) harta bersama. Selain harta bawaan dari masing-masing suami isteri
dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah dan warisan.

Meskipun banyak skripsi yang membahas tentang penyelesaian sengketa
harta bersama, akan tetapi yang membahas tentang sistem pembuktian harta
bersama tidak dijelaskan.

Begitu juga ada penelitian-penelitian yang telah ditulis terdahulu, dalam
penelusuran sampai saat ini, belum ditemukan penelitian tulisan yang sama,

sehingga kemungkinan adanya pengulangan atau duplikasi tidak akan terjadi.
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D. Tujuan Penelitian
Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mendeskripsikan pertimbangan hukum yang ditetapkan oleh Mahkamah
Agung dalam putusannya tentang pembatalan putusan Pengadilan Tinggi
Agama Surabaya dan Pengadilan Agama Surabaya tentang sistem
pembuktian harta bersama.

2. Mengetahui implikasi hukum pembatalan putusan Pengadilan Agama
Surabaya dan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya oleh Mahkamah Agung
tentang sistem pembuktian harta bersama.

3. Mengetahui analisis hukum Islam terhadap putusan Mahkamah Agung
tentang pembatalan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dan

Pengadilan Agama Surabaya tentang sistem pembuktian harta bersama.

E. Kegunaan Hasil Penelitian
Hasil penelitian yang ditulis dalam skripsi ini diharapkan bermanfaat
sekurang-kurang nya dalam dua hal:
1. Dari segi teoritis: skripsi ini diharapkan dapat menambah hasanah pemikiran
hukum, khususnya di bidang sistem pembuktian harta bersama.
2. Dari segi praktis: dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi peneliti
dan selanjutnya yang berkaitan dengan masalah sistem pembuktian harta

bersama.
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F. Definisi Operasional
Untuk memperoleh gambaran yang jelas, dan agar tidak terjadi kesalah

pahaman dalam memahami judul skripsi ini, maka perlu dijelaskan beberapa

istilah berikut:

Hukum Islam  :Peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang
berdasarkan syariat Islam yaitu al-Qur'an dan al-Hadits

Pembuktian :Suatu  proses, perbuatan cara membuktikan, usaha,
menunjukka benar atau tidaknya seorang terdakwa dalam
sidang pengadilan.

Harta bersama :Harta benda yang diperoleh suami isteri selama perkawinan.

G. Metode Penelitian
1. Data yang dikumpulkan
Dalam pelaksanaan penelitian ini, dikumpulkan data yang sesuai

dengan kebutuhan dalam menjawab permasalahan. Adapun data-data

tersebut antara lain:

a. Data tentang dasar pertimbangan hakim Pengadilan Agama Surabaya
pada putusan.

b. Data tentang dasar pertimbangan hakim Pengadilan Tinggi Agama
Surabaya pada putusan.

c. Data tentang dasar pertimbangan hakim Mahkamah Agung pada putusan.
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2. Sumber data
Sumber dari mana data akan digali. Sumber data dalam penelitian ini
dari buku-buku serta dokumentasi yang berkaitan dengan penelitian. Sumber
data yang diambil dari penelitian ini terdiri atas sumber data primer dan
sekunder, yaitu:
a. Sumber data primer
Merupakan data yang Dbersifat utama dan penting yang
memungkinkan untuk mendapatkan sejumlah informasi yang diperlukan
dan berkaitan dengan penelitian. Data yang diperoleh dari sumber utama,
yaitu :
1) Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor:
1728/Pdt.G/2004/PA.Sby tentang sistem pembuktian harata bersama
2) Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor:
219/Pdt.G/2005/PT A.Sby tentang sistem pembuktian harata bersama
3) Putusan Mahkamah Agung Nomor: 285 K/AG/2006 tentang sistem
pembuktian harata bersama.
b. Sumber data sekunder
Merupakan data yang bersifat membantu atau menunjang dalam
melengkapi dan memperkuat serta memberikan penjelasan. Mengenai

sumber data primer, yaitu :



1)

2)

3)

4)
5)
6)
7)

8)

9)

14

Undang-Undang Perkawinan di Indonesia dilengkapi Kompilasi
Hukum Islam di Indonesia.

Departemen Agama, Al-Qur’an dan Terjemahannya.

Amandemen UU Peradilan Agama Nomor 3 Tahun 2006, UU
Peradilan Agama Nomor 7 Tahun 1989 dan Kompilasi Hukum Islam.
Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam.

Roihan A. Rasyid, Hukum Acara Peradilan Agama.

Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia.

Slamet Abiding, Aminuddin, Fikih Munakahat 2.

M. Yahya Harahap, Kedudukan Kewenagan dan Acara Peradilan
Agama.

Abu Bakar Muhammad, Terjemahan Subulussalam.

10) Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata.

11) Sudikno Metro Kusumo, Hukum Acara Perdata di Indonesia.

12)R. Soesilo, RIB/HIR dengan Penjelasan.

13) Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata.

14) Bambang waluyo, Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia.

3. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data adalah prosedur yang sistematik dan standar

untuk memperoleh data yang diperlukan.
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Untuk memperoleh data primer dilakukan dengan cara:

1) Dokumenter: kajian terhadap dokumen putusan Pengadilan Agama
Nomor: 1728/Pdt. G/2004/Pa.Sby., Pengadilan Tinggi Agama Surabaya
Nomor : 219/Pdt. G/2005/Pta.Sby dan Mahkamah Agung Nomor: 285
K/AG/2006.

2) Wawancara: melakukan wawancara dengan hakim Pengadilan Agama,
yang menangani masalah, guna memperdalam pemahaman putusan
tentang perkara yang diteliti.

4. Teknik Analisis Data
Sesuai dengan arah studi yang dipilih, maka teknik analisis data
menggunakan Metode diskriptif analisis, yaitu metode penelitian untuk
membuat gambaran mengenai putusan Mahkamah Agung yang membatalkan
putusan Pengadilan Agama Surabaya dan Pengadilan Tinggi Agama

Surabaya tentang sistem pembuktian harta bersama.

H. Sistematika Pembahasan
Dalam setiap pembahasan suatu masalah, sistematika pembahasan
merupakan suatu aspek yang sangat penting, karena sistematika pembahasan ini
dimaksudkan untuk mempermudah bagi pembaca dalam mengetahui alur
pembahasan yang terkandung di dalam skripsi.

Adapun sistematika pembahasan skripsi ini adalah sebagai berikut :
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Bab satu, pendahuluan memuat latar belakang, rumusan masalah, kajian
pustaka, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, metode
penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, mengemukakan landasan teori yang membahas tentang
deskripsi pembuktian harta bersama. Pada pembahasan tentang pembuktian,
dijelaskan didalamnya mengenai pengertian pembuktian, tujuan pembuktian,
dasar hukum pembuktian dan macam-macam alat bukti. Sedangkan pada
pembahasan harta bersama dijelaskan didalamnya mengenai harta bersama dalam
perkawinan dan pembagian harta bersama.

Bab ketiga, memuat tentang deskripsi hasil penelitian, memuat hasil
penelitian terhadap putusan Pengadilan Agama Surabaya, Pengadilan Tinggi
Agama Surabaya dan Mahkamah Agung.

Bab keempat, tentang pertimbangan hakim Mahkamah Agung dalam
pembatalan putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dan Pengadilan Agama
Surabaya tentang sistem pembuktian harta bersama, implikasi hukum
pembatalan putusan Pengadilan Agama Surabaya dan Pengadilan Tinggi Agama
Surabaya oleh Mahkamah Agung tentang sistem pembuktian harta bersama dan
analisis hukum Islam terhadap putusan Mahkamah Agung tentang pembatalan
putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dan Pengadilan Agama Surabaya

tentang sistem pembuktian harta bersama.
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Bab kelima tentang penutup, memuat kesimpulan dan saran-saran.
Pada akhir skripsi dimuat daftar pustaka yang dijadikan bahan pembahasan

skripsi serta lampiran-lampiran.



BABII

PEMBUKTIAN HARTA BERSAMA

A. Pembuktian
1. Pengertian Pembuktian

Dalam memeriksa suatu perkara, hakim harus menilai apakah peristiwa
atau fakta-fakta yang dikemukakan oleh para pihak itu adalah benar-benar
terjadi. Hal ini hanya dapat dilakukan dengan pembuktian.'! Namun tidak
semua dalil yang menjadi dasar gugatan harus dibuktikan kebenarannya,
sebab dalil-dalil yang tidak disangkal, apalagi diakui sepenuhnya oleh pihak
lawan, tidak perlu dibuktikan lagi. Dalam soal pembuktian, tidak selalu pihak
penggugat saja yang harus membuktikan dalilnya. Hakim yang memeriksa
perkara yang akan menentukan siapa pihak-pihak yang berperkara diwajibkan
untuk memberikan bukti, apakah itu pihak penggugat, atau sebaliknya pihak

tergugat.2
Pembuktian menurut istilah bahasa Arab berasal dari kata a/-
Bayinah, yang artinya membuktikan. Sedangkan secara terminologis
pembuktian berarti memberikan keterangan dengan dalil hingga

meyakinkan.’

L A. Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata, h. 139
2 Retnowulan Sutantio, Hukuk Acara Perdata dalam Teori & Praktek, h. 58
3 Gemala Dewi, Hukum Acara Perdata Pengadilan Agama di Indonesia, h. 135

18



19

Menurut Sudikno Mertokusumo, membuktikan adalah memberi dasar-
dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan,
guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan.’

Sedangkan yang dimaksud pembuktian dalam bukunya Raihan A.
Rosyid, yaitu meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil, atau dalil-dalil
yang dikemukakan di depan sidang dalam suatu persengketaan.’

Dari pengertian di atas dapat diambil kesimpulan, yang dimaksud
dengan pembuktian adalah proses meyakinkan hakim tentang kebenaran
dalil-dalil yang dikemukakan di muka sidang dalam suatu persengketaan.
Pembuktikan hanyalah dalam hal adanya perselisihan dalam perkara perdata
di muka pengadilan, dan hal-hal yang tidak dibantah oleh pihak lawan, tidak
memerlukan untuk di buktikan.

Dalam beberapa hal peristiwa yang tidak perlu dibuktikan, disebabkan
karena:

a. Dalam hal dijatuhkan verstek. Karena tergugat tidak datang, maka
peristiwa yang menjadi sengketa yang dimuat dalam surat gugatan tanpa
diadakan pembuktian dianggap benar, dan kemudian tanpa mendengar
serta tidak hadirnya pihak tergugat, maka hakim menjatuhkan putusan

verstek.

4 Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, h. 128
® Roihan A. Rosyid, Hukum Acara Peradilan Agama, h. 144
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b. Dalam hal tergugat mengakui gugatan penggugat maka peristiwa yang
menjadi sengketa yang diakui itu dianggap telah terbukti, karena
pengakuan adalah alat bukti, sehingga tidak memerlukan pembuktian lain
lebih lanjut. ®

2. Tujuan Pembuktian
Tujuan pembuktian adalah putusan hakim yang didasarkan atas

pembuktian tersebut.” Hal ini sesuai dengan hadis Nabi:

Artinya:

"Dari Ali ra. la berkata, Rasulullah saw. Bersabda "apabila ada dua
orang meminta keputusan hukum kepadamu, maka janganlah kamu
menjatuhkan keputusan untuk orang yang pertama jika sebelum kamu
mendengar pernyataan orang kedua, nanti kamu akan mengerti bagaimana
caranya kamu harus memberi keputusan. Ali berkata, "sesungguhnya setelah
itu saya akan menjadi gadhi (hakim) yang baik."™

Hakim dapat memberikan dasar-dasar agar seorang itu dapat
memperoleh apa yang jadi haknya, serta mencegah jatuhnya sesuatu kepada
orang yang tidak berhak. Kebenaran formal yang dicari hakim tidak boleh

melampaui batas-batas yang diajukan oleh pihak yang berperkara. Kebenaran

8 Sudikno Martokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, h. 125
"ibid, h. 129
8 Abu Isa Muhammad bin Isa, Sunan Tirmidzi, h. 63-64
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formal maupun kebenaran materiil harus dicari secara bersama dalam
pemeriksaan suatu perkara yang diajukan.

Disamping itu tujuan pembuktian juga untuk memperoleh kepastian,
bahwa suatu peristiwa atau fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna
mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat
menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya, bahwa fakta atau
peristiwa yang diajukan itu benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya,
sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak’

. Dasar Hukum Pembuktian

Pemutusan perkara didalam peradilan ada yang dilakukan dengan jalan
persaksian dan ada dengan jalan bukti-bukti lain. Cara ini kedudukannya
sama, yaitu untuk dapat membuktikan suatu perkara.

Dasar hukum pembuktian dalam hukum Islam terdapat dalam al-Qur’an
surat al-Baqarah, ayat 282:
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Artinya:
"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak

9 Mukti Arto, Praktek Perkara, h. 140
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secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu
menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu
menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan
menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia
menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa
yang akan ditulis itu)"."’
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Artinya:

“...Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki
(di antaramu). Jika tidak ada dua orang lelaki maka boleh seorang lelaki
bersama dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu sukai, supaya jika
yang seorang lupa maka seorang lagi mengingatnya. Dan janganlah saksi-
saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil....”

Hadis Nabi:

()

Artinya:

“Dari Ibnu Abbas r.a: Sesungguhnya nabi Muhammad bersabda:
Seandainya diberikan kepada orang-orang itu tuntutan mereka, maka
sungguh orang-orang akan menuntut darah beberapa orang dan harta-harta
mereka. Akan tetapi sumpah wajib atas tergugat. Muttafaq “alaih.”’

Sedangkan dasar hukum pembuktian dalam hukum positif tercantum

dalam beberapa pasal. Yaitu:

19 Departemen Agama, al-Qur’ an dan Terjemahannya, h. 70
™ Imam Abi Muslim, Sahih Muslim juz 12, h. 3-4
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a) Pasal 162-177 HIR
b) Pasal 1865-1945 BW.

Bunyi beberapa pasal tersebut hakekatnya sama, yaitu barang siapa
menyatakan ia mempunyai hak atau ia menyebutkan sesuatu perbuatan untuk
menguatkan haknya itu, atau untuk membantah orang lain, maka orang itu
harus membuktikan adanya hak atau adanya kejadian itu.

Perlunya pembuktian untuk menyelesaikan sengketa di pengadilan
adalah tidak lain agar seseorang tidak semaunya saja menuduh.

4. Macam-Macam Alat Bukti
a. Alat bukti surat

Dalam pengertian sederhana bukti tertulis atau surat adalah alat
bukti yang berupa tulisan yang berisi keterangan tertentu tentang suatu
peristiwa, keadaan atau hal-hal tertentu dan ditanda tangani. Bukti surat
atau tertulis ini lazim yang disebut dengan akta.'?

Surat-surat atau tulisan, apa dan apapun bentuk, sifat dan isinya,
tidak lain adalah karena dibuat oleh manusia, baik disengaja maupun
tidak disengaja. Manusia hanya hidup sebentar tetapi surat atau tulisan
bisa hidup ribuan tahun. Jika Allah dan Rasulnya mengakui bahwa
manusia hidup (saksi) adalah alat bukti, maka tulisan atau suratnya tidak

bisa tidak, juga sebagai alat bukti. Jika kesaksian manusia diberikan

12 Bambang Waluyo, Sistem Pembuktian dalam Peradilan Indonesia, h. 31
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dengan menggunakan akalnya lalu dicetuskan dengan lisan maka cetusan
akal manusia ada pula yang terwujud dalam surat atau tulisan. Al-Qur’an
memerintahkan untuk menuliskan transaksi dibidang muamalah yang
tidak tunai.”

Firman Allah dalam surat al-Baqarah, ayat 282:
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Artinya:

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak
secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu
menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu
menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan
menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia
menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa
yang akan ditulis itu)""*

Jadi yang dimaksud dengan alat bukti surat-surat atau tulisan
adalah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang
dimaksudkan untuk menyampaikan buah pikiran seseorang dan

dipergunakan sebagai pembuktian."

3 Roihan A. Rosyid, Hukum Acara, h. 152
14 Departemen Agama, al-Qur’ an dan Terjemahannya, h. 70
5 Roihan A. Rosyid, Hukum Acara, h. 154
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Jenis-jenis alat bukti surat, yaitu:
1) Akta autentik

Secara teoritis yang dimaksud dengan akta autentik adalah surat
atau akta yang sejak semula dengan sengaja secara resmi dibuat untuk
pembuktian.

Menurut KUHPer pasal 1867, yang dimaksud akta autentik
adalah akta yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang diberi
wewenang untuk itu dan dalam bentuk menurut ketentuan yang
ditentukan untuk itu, baik dengan maupun tanpa bantuan dari yang
berkepentingan, di tempat dimana pejabat berwenang menjalankan
‘[ugasnya.16

Sedangkan akta autentik menurut pasal 165 HIR adalah suatu
akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang,
dibuat oleh atau di hadapan seorang pegawai umum yang berwenang
untuk itu, di tempat dimana akta itu dibuatnya.'’

Dari pengertian di atas, ada akta autentik yang dibuat oleh
pihak yang berwenang dan ada yang dibuat dihadapan pegawai umum
yang berkuasa membuatnya. Akta autentik yang dibuat oleh,

misalnya surat panggilan jurusita, surat putusan hakim. Sedangkan

16 R. Subekti, R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, h. 475
Y R. Soesilo, RIB/HIR dengan Penjelasan, h. 122
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akta perkawinan dibuat dihadapan, misalnya dihadapan pegawai
pencatat nikah dan surat perjanjian dibuat dihadapan akta notaris. '®

Pejabat yang berwenang dimaksudkan antara lain notaris, juru
sita, panitera, hakim pengadilan, pegawai catatan sipil, pegawai
pencatat nikah, pejabat pembuat akta tanah, pejabat pembuat akta
ikrar wakaf dan lain-lain."

Syarat-syarat akta autentik ada 3 (tiga), yaitu: dibuat oleh atau
dihadapan pejabat yang berwenang untuk itu, dibuat dalam bentuk
sesuai ketentuan yang ditetapkan untuk itu, dibuat dimana pejabat itu
menjalankan tugasnya. >

Suatu akta autentik memberikan diantara para pihak beserta ahli
warisnya atau orang-orang yang mendapat haknya dari mereka, suatu
bukti yang sempurna tentang apa yang dibuat didalamnya (pasal 1870
KUHAPer).?' Dari bunyi tersebut jelas, bahwa akta autentik

merupakan bukti yang sempurna bagi para pihak dan ahli warisnya,

mereka yang memperoleh hak dari padanya.”

18 Retnowulan Sutantio, Iskandar Oeripkartawinanta, Hukum Acara Perdata dalam Teori dan

Praktek, h. 65

¥ Roihan A. Rosyid, Hukum Acara, h. 155

% A, Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata, h. 148

2L R. Subekti, R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, h. 475
2 Bambang Waluyo, Sistem Pembuktian dalam Peradilan Indonesia, h. 33
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2) Akta di bawah tangan

Akta di bawah tangan adalah akta yang buat oleh para pihak
dengan sengaja untuk pembuktian, tetapi tanpa bantuan dari seorang
pejabat.”> Misalnya surat perjanjian jual beli atau sewa-menyewa
yang dibuat sendiri dan ditanda tangani sendiri oleh kedua belah
pihak yang mengadakan perjanjian itu. Jika pihak yang menanda
tangani surat perjanjian itu mengakui atau tidak menyangkal tanda
tangannya, berarti ia mengakui atau tidak menyangkal kebenaran apa
yang tertulis dalam surat perjanjian itu, maka akta di bawah tangan
tersebut memperoleh suatu kekuatan pembuktian yang sama dengan
suatu akta resmi.

Akan tetapi jika tanda tangan itu disangkal, maka pihak yang
mengajukan surat perjanjian tersebut diwajibkan untuk membuktikan
kebenaran tanda tangan atau isi akte tersebut. Ini adalah suatu hal
yang sebaliknya dari apa yang berlaku terhadap suatu akta resmi.
Barang siapa yang menyangkal tanda tangannya pada suatu akta yang
resmi, diwajibkan membuktikan tanda tangan itu palsu, dengan kata
lain pejabat umum (notaris) yang membuat akte tersebut telah

24
melakukan pemalsuan surat.

2 A. Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata, h. 150
24 qubekti, Pokok-Pokok, h. 179



28

Sebagai acuan dari kekuan pembuktian akta di bawah tangan,
dapat disimak bunyi pasal 1875, pasal 1876 dan pasal 1877.

Pasal 1875 BW berbunyi:

Suatu tulisan di bawah tangan yang diakui oleh orang terhadap siapa
tulisan itu hendak dipakai, atau yang dengan cara menurut undang-
undang dianggap sebagai diakuimemberikan terhadap orang-orang
yang mendapat hak dari pada mereka, bukti sempurna seperti akta
otentik.

Pasal 1876 BW menyatakan:

Barang siapa yang terhadapnya dimajukan suatu tulisan di bawah
tangan, diwajibkan secara tegas mengakui atau memungkiri tanda
tangannya, akan tetapi bagi para ahli warisnya atau orang yang
mendapat hak daripadanya adalah cukup jika mereka menerangkan
tidak mengakui tulisan atau tanda tangan itu sebagai tulisan atau
tanda tangannya orang yang mereka wakili.

Pasal 1877 menyebutkan:
Jika seorang memungkiri tulisan atau tanda tangannya, ataupun jika
para ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak dari padanya
menerangkan tidak mengakuinya, maka hakim harus memerintahkan
supaya kebenaran dari pada tulisan atau tanda tangan tersebut
diperiksa dimuka pengadilan.”
b. Alat bukti saksi
1) Arti dan dasar alat bukti saksi
Jika bukti tulisan tidak ada, maka dalam perkara perdata orang

berusaha mendapatkan saksi-saksi yang dapat membenarkan atau
menguatkan dalil-dalil yang diajukan dimuka sidang hakim.

Saksi-saksi itu ada yang kebetulan melihat atau yang mengalami

sendiri suatu peristiwa yang harus dibuktikan di muka hakim, ada

% R. Subekti, R Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, h. 477
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Keterangan saksi yang diperoleh orang lain, ia tidak mendengar atau
melihat sendiri, hanya ia dengar dari orang lain tentang kejadian
tersebut atau hal-hal tersebut, ini disebut testimonium de auditu*®
dan ada yang dulu dengan sengaja diminta menyaksikan suatu
perbuatan hukum yang sedang dilakukan, misalnya menyaksikan
pembagian warisan, menyaksikan suatu pernikahan dan lain
sebagainya.”’

Jadi yang dimaksud bukti dengan saksi atau kesaksian adalah
keterangan yang diberikan oleh seorang saksi didepan sidang
pengadilan tentang suatu peristiwa, kejadian atau keadaan tertentu
yang ia dengar sendiri, lihat sendiri dan dialami sendiri.*®

Dalam hukum Islam alat bukti saksi disebut dengan syahid
(saksi lelaki) atau syahidah (saksi perempuan) yang terambil dari kata
musyahadah yang artinya menyaksikan dengan mata kepala sendiri.
Jadi saksi yang dimaksudkan adalah manusia hidup.

Al-Qur’an juga menjelaskan tentang adanya saksi, yaitu dalam

surat al-Baqarah, ayat 282:

% Retnowulan Sutantio, Iskandar Oeripkartawinata, Hukum Acara Perdata, h. 74
" R. Subekti, Hukum Acara Perdata, h. 100
% Bambang Waluyo, Sistem Pembuktian, h. 36
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Artinya:

“..Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang
lelaki (di antaramu). Jika tidak ada dua orang lelaki maka boleh
seorang lelaki bersama dua orang perempuan dari saksi-saksi yang
kamu sukai, supaya jika yang seorang lupa maka seorang lagi
mengingatnya. Dan janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi
keterangan) apabila mereka dipanggil....””

Keterangan seorang saksi saja tanpa adanya bukti yang lain,
tidak cukup untuk membuktikan. Keterangan saksi yang seorang itu
masih harus dilengkapi dengan bukti-bukti lain. Kalau didasarkan atas
keterangan itu saja, maka dalil yang harus dibuktikan itu masih belum
terbukti, ini yang disebut asas unus testis nullus testis.>

Seorang saksi dilarang menarik suatu kesimpulan, karena hal itu
adalah tugas hakim. Saksi yang akan diperiksa sebelumnya harus
bersumpah menurut cara agamanya atau berjanji, bahwa ia akan

menerangkan yang sebenarnya. Setelah disumpah saksi wajib

memberi keterangan yang benar, apabila ia dengan sengaja memberi

? Departemen Agama, al-Qur’an dan Terjemahannya, h. 70
%0 | skandar Oeripkartawinata, Retnowulan Sutantio, Hukum Acara Perdata, h. 75
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keterangan palsu, maka saksi dapat dituntut dan dihukum untuk
sumpah palsu.’’

Dalam memberikan nilai kesaksian pasal 172 HIR memberikan
petunjuk sebagai berikut:
Dalam hal menimbang harga kesaksian haruslah  hakim
memperhatikan benar kecocokan saksi-saksi yang satu dengan yang
lain atau persetujuan persaksian-kesaksian dengan yang diketahui dari
tempat lain tentang perkara yang diperselisihkan segala sebab yang
kiranya ada pada saksi-saksi untuk menceritakan perkara itu, cara
hidup, adat dan martabat saksi dan pada umumnya segala hal ihwal
yang boleh berpengaruh sehingga saksi itu dapat dipercaya atau
kurang dipercayai.*”

2) Syarat bukti keterangan saksi

Seperti halnya pada alat bukti pada umumnya, alat bukti saksi
pun mempunyai syarat formil dan materiil, antara kedua sifat ini
bersifat komulatif, bukan alternatif. Oleh karena itu, apabila salah
satu syarat mengandung cacat, mengakibatkan alat bukti itu tidak sah
sebagai alat bukti saksi. Sekiranya syarat formil terpenuhi menurut
hukum, tetapi salah satu syarat materiil tidak lengkap, tetap saksi
yang diajukan tidak sah sebagai alat bukti. Atau sebaliknya, syarat
materiil terpenuhi, tetapi syarat formil tidak, hukum tidak

menolerirnya, sehingga saksi itu tidak sah sebagai alat bukti.*®

Syarat-syarat bukti formil dan materiil saksi adalah:

*ibid, h. 70
2 R. Soesilo, RIB/HIR dengan Penjelasan, h. 126
% M. YahyaHarahap, Hukum Acara Perdata, h. 632
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Syarat formil saksi:
Berumur 15 tahun keatas;
Sehat akalnya;
Tidak ada hubungan keluarga sedarah dan keluarga semenda dari
salah satu phak menurut keturunan yang lurus, kecuali Undang-
Undang menentukan lain;
Tidak ada hubungan perkawinan dengan salah satu pihak
meskipun bercerai (pasal 145 (1) HIR);
Tidak ada hubungan kerja dengan salah satu pihak dengan
menerima upah (pasal 144(2) HIR), kecuali undang-undang
menentukan lain;

Menghadap di persidangan;
Mengangkat sumpah menurut agamanya (pasal 147 HIR)
Berjumlah sekurang-kurangnya 2 orang untuk kesaksian suuatu
peristiwa atau dikuatkan dengan alat bukti lain (pasal 169 HIR),
kecuali dalam perzinaan;
Dipanggil diruang sidang satu demi satu (pasal 144 (1) HIR);
memberi keterangan secara lisan.

Syarat materiil saksi:
Menerangkan apa yang dilihat, ia dengar, dan ia alami sendiri

(pasal 171 HIR);
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b) Diketahui sebab-sebab ia mengetahui peristiwa (pasal 171 (1)
HIR);
c) Bukan merupakan pendapat atau kesimpulan saksi sendiri (pasal
171 (2) HIR);
d) Saling bersesuaian satu sama lain (pasal 170 HIR);
e) Tidak bertentangan dengan akal sehat.
c. Alat bukti sumpah
Jika seseorang yang mendakwa hak orang lain tidak mampu
mengajukan bukti, sedangkan yang didakwa mengingkarinya, maka tidak
ada cara lain selain sumpah dari orang yang didakwa. Seperti dalam

hadits Nabi:

Artinya:

"Bukti itu wajib atas penggugat dan sumpah itu wajib orang yang
digugat.”™

Sumpah pada umumnya adalah suatu pernyataan yang khidmat,
diberikan atau diucapkan pada waktu memberi janji atau keterangan

dengan mengingat akan sifat mahakuasa daripada Tuhan, dan percaya

bahwa siapa yang memberi keterangan atau janji yang tidak benar akan

% Imam Abi Muslim, Shahih Muslim h. 4



dihukum oleh-Nya. Jadi pada hakekatnya sumpah merupakan tindakan
yang bersifat religius yang digunakan dalam peradilan.*
d. Alat bukti persangkaan
1) Pengertian persangkaan
Menurut hukum Islam alat bukti persangkaan disebut dengan
gorinah , yaitu tanda-tanda yang dapat menimbulkan keyakinan. Hal

ini sesuai dengan firman Allah surat Yusuf, ayat 26:
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Artinya:
Yusuf berkata: "Dia menggodaku untuk menundukkan diriku
(kepadanya)", dan seorang saksi dari keluarga wanita itu memberikan
kesaksiannya: "Jika baju gamisnya koyak di muka, Maka wanita itu
benar dan Yusuf Termasuk orang-orang yang dusta.”

Menurut A. Pitlo yang dimaksud persangkaan adalah jika dari
fakta-fakta yang diketahui disimpulkan kearah mendekati kepastian,
tentang adanya suatu fikiran yang sebelumnya tidak diketahui.’’

Sedangkan menurut Subekti persangkaan adalah kesimpulan

yang diambil dari suatu peristiwa yang sudah terang dan nyata. Dari

¥ gudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, h. 179
% Departemen Agama, al-Qur’an dan Terjemahannya, h. 352
" A. Pitlo, Pembuktian dan Daluarsa, Terjm. M IsaArif, h. 123
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peristiwa yang terang dan nyata ini ditarik kesimpulan, bahwa suatu

peristiwa lain yang harus dibuktikan juga telah terjdi.*®

Menurut pasal 173 HIR yang dimaksud persangkaan adalah
kesimpulan yang oleh Undang-Undang atau oleh hakim ditarik dari
suatu peristiwa yang diketahui umum kearah suatu peristiwa yang
tidak diketahui umum.

Dari pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan, yang
dimaksud persangkaan adalah suatu kesimpulan yang diambil oleh
Undang-Undang atau hakim dari peristiwa yang sudah terang dan
nyata.

2) Klasifikasi persangkaan

a) Persangkaan hakim (qarinah gaza'iyah) adalah kesimpulan hakim
yang ditarik atau sebagai hasil dari pemeriksaan sidang.

b) Persangkaan Undang-Undang (qarinah qanuniyyah) adalah
kesimpulan yang ditarik oleh hakim berdasarkan Undang-
Undang.*

e. Alat bukti pengakuan
1) Arti dan dasar pengakuan
Alat bukti pengakuan dalam Hukum Acara Peradilan Islam

disebut al-Igrar, yang artinya salah satu pihak atau kuasa sahnya

38 Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, h. 181
M uhammad Salam Madkur, Peradilaan dalam Islam, h. 176
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mengaku secara tegas, tanpa syarat di muka sidang bahwa apa yang
dituntut oleh pihak lawannya adalah benar.
Dasar hukum pengakuan sebagai alat bukti menurut acara

perdata Islam adalah al-Qur’an surat an-Nisa’, ayat 135:
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Artinya:

“Wahai orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-
benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, biarpun terhadap
dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu.”™

Ayat di atas menjelaskan bahwa untuk demi keadilan, orang
menjadi saksi atas dirinya sendiri adalah dengan pengakuan.

Sedangkan pengakuan menurut pasal 174 HIR adalah pengakuan
yang diucapkan dihadapan hakim, cukup menjadi bukti untuk
memberatkan orang yang mengaku itu, baik yang diucapkan sendiri,

maupun dengan pertolongan orang lain, yang istimewa dikuasakan

untuk itu.

“0 Departemen Agama, al-Qur’an dan Terjemahannya, h. 144
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B. Harta Bersama

1.

Harta bersama dalam perkawinan
a. Harta bersama menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Untuk memahami apa yang dimaksud harta dalam perkawinan dan
bagaimana cara bertindak terhadap harta tersebut, kita merujuk kepada
ketentuan pasal 35, 36, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
perkawinan, yaitu:

Pasal 35:

1) Harta yang diperoleh selama perkawinan, menjadi harta bersama.

2) Harta bawaan masing-masing suami isteri dan harta yang diperoleh
masing-masing sebagai hadiah atau warisan, yang disebut dengan
harta pribadi yang sepenuhnya berada di bawah penguasaan masing-
masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Pasal 36:

1) Mengenai harta bersama suami atau isteri dapat bertindak atas
persetujuan kedua belah pihak.

2) Mengenai harta bawaan masing-masing suami dan isteri mempunyai
hak sepenuhnya untuk melakukan mengenai perbuatannya. *'

Dalam ketentuan tersebut di atas jelas, bahwa harta dalam
perkawinan itu terdiri dari harta bersama dan harta bawaan. Harta
bersama adalah harta benda yang diperoleh selama ikatan perkawinan
berlangsung, oleh karena itu menjadi milik bersama suami dan istri.
Karena demikian sifatnya, maka terhadap harta bersama suami istri dapat

bertindak hanya atas persetujuan kedua belah pihak. Sedangkan harta

bawaan adalah harta yang diperoleh masing-masing suami atau istri

“'Undang-Undang Perkawinan di Indonesia pasal 35, 36, h. 16-17
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sebagai hadiah atau warisan selama dalam ikatan perkawinan, dan oleh
karena itu ia menjadi hak dan dikuasai sepenuhnya oleh masing-masing
suami atau istri.

Dengan melihat isi dari pasal tersebut di atas, maka dapat
disimpulkan bahwa ketentuan mengenai harta kekayaan yang diatur
dalam Undang-Undang Perkawinan sudah sejalan dengan hukum Islam.
Disini hanya ditentukan bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan
baik karena usaha suami sendiri maupun isteri sendiri atau suami isteri
secara bersama-sama otomatis menjadi harta bersama.*’

b. Harta bersama menurut KUHPer

Dalam pasal 119 KUHPer, yang dimaksud harta bersama adalah
mulai saat perkawinan dilangsungkan, demi hukum berlakulah persatuan
bulat antara harta kekayaan suami isteri, sekedar mengenai itu dengan
perjanjian kawin tidak diadakan denagan ketentuan lain.*

Persatuan harta itu sepanjang perkawinan dilaksanakan dan tidak
boleh ditiadakan atau diubah dengan persetujuan antara suami isteri
apapun. Jika bermaksud mengadakan penyimpangan dari ketentuan itu,
suami isteri harus menempuh perjanjian kawin. Hal ini sesuai dengan

KUHPer pasal 139, berbunyi:

“2 Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang
No. 1 Tahun 1974), h. 102
3 R. Subekti, R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, h. 29
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"Dengan mengadakan perjanjian perkawinan, kedua calon suami isteri
adalah berhak menyiapkan beberapa penyimpangan dari peraturan
perundang-undangan sekitar persatuan harta kekayaan, asal perjanjian itu
tidak menyalahi tata susila yang baik atau tata tertib yang umum."

Perjanjian sebagaimana tersebut di atas, harus dilaksanakan
sebelum perkawinan dilangsungkan dan dibuat dimuka notaris. Akta
autentik ini sangat penting, karena dapat dijadikan bukti dalam
persidangan pengadilan apabila terjadi sengketa harta bawaan masing-
masing suami isteri. Jika tidak ada perjanjian kawin yang dibuat sebelum
perkawinan dilaksanakan, maka semua harta suami dan isteri terjadi
perbauran dianggap harta bersama.

Dalam pasal 128-129 KUHPer, dinyatakan bahwa apabila putusnya
tali perkawinan antara suami isteri, maka harta bersama itu dibagi dua
antara suami dan isteri tanpa memperhatikan dari pihak mana barang-
barang kekayaan itu sebelumnya diperoleh.**

c. Harta bersama menurut Kompilasi Hukum Islam

Harta bersama menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 1 huruf f
adalah:

“Harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang
diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama-sama suami istri selama

dalam ikatan perkawinan berlangsung, dan selanjutnya disebut harta
bersama tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun.”

4 Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia, h. 104-105



Kompilasi Hukum Islam tentang harta bersama diatur sangat detail,
yaitu pasal 85-97. Bunyi dari beberapa pasal tersebut, yaitu:

Pasal 85  Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup
kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau
isteri.

Pasal 86 (1) Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami
dan isteri karena perkawinan.

Pasal 86(2) Harta isteri tetap menjadi hak isteri dan dikuasai penuh
olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi harta
suami dan dikuasai penuh olehnya.

Pasal 87 (1) Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta
yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan
adalah di bawah penguasaan masing-masing, sepanjang para
pihak tidak menent ukan laindalam perjanjian perkawinan.

Pasal 87(2) Suami dan iteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan
perbuatan hukum atas haknya masing-masing berupa hibah,
hadiah, sodaqoh atau lainnya.

Keterangan pasal-pasal tersebut tidak dapat dikatagorikan sebagai

kekayaan bersama. Ini sejalan dengan firman Allah, surat an-Nisa’ayat

32:
& w _ P c - . P LA zo oK - s s
LS Load Jo il ads o iSKa0 ca D e G T3 s
P &~ - - Py d 2 G'/,//‘:.a v _ _ &; 2 .. >
Al U/l (.f:Lsa_éu.fé.M\ lglels M‘UZ&MAJ slecd)y o=l
- A
Dilede 7 & 8 ol

Artinya:

"Dan jaganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah
kepada sebagian kamu lebih banyak dari sebagian yang lain. (karena) bagi
orang laki-laki ada bagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi
para wanita (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan. .. "™

“> Departemen Agama, al-Qur’an dan Terjemahannya, h. 122
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Pasal 88Apabila terjadi perselisihan antara suami isteri tentang harta
bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada
Pengadilan Agama.

Pasal 89 Suami bertanggung jawab menjaga harta bersama, harta isteri
maupun hartanya sendiri.

Pasal 90 Isteri turut bertanggung jawab menjaga harta bersama, maupun
harta suami yang ada padanya

Sedangkan isi pasal-pasal di atas merupakan penjabaran dari firman

Allah,Q.S an-Nisa’, ayat 34:
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Artinya:

“Kaum laki-laki itu adalah peemimpin bagi kaum wanita, oleh
karena allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki), dan atas
aebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah
menatkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang
saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya
tidak ada oleh karena Allah telah memelihara (mereka)... ™

Menurut Ismail Muhammad Syah, yang dikutip oleh Yahya
Harahap, bahwa:

Harta bersama dalam dalam perkawinan digolongkan dalam bentuk
syarikat abadan mufawadlah. Kesimpulan itu beliau ambil berdasarkan
alasan bahwa, pada umumnya suami isteri dalam masyarakat Indonesia,
sama-sama bekerja membanting tulang berusaha untuk mendapatkan
nafkah hidup keluarga sehari-hari dan sekedar harta simpanan untukmasa
tua mereka.

Sepintas menurut Ismail Muhammad Syah, yang dikutip oleh Yahya

Harahap. Doktrin hukum figh tidak membahas masalah harta bersama

“ibid, h. 123



42

suami isteri dalam perkawinan. Hal itu diakui oleh ulama’ Indonesia.
Namun mereka setuju untuk mengambil syarikat abadan sebagai landasan
merumuskan kaidah hukum yang berkaitan dengan harta bersama.”’

2. Pembagian harta bersama

Harta bersama antara suami istri baru dapat dibagi apabila hubungan
perkawianan itu sudah terputus. Hubungan perkawinan itu dapat terputus
karena kematian, perceraian, dan juga putusan pengadilan.*®

Dalam hukum Islam tidak membahas tentang harta bersama, tapi yang
ada hanyalah syirkah. Jadi Pembagian harta bersama tersebut dengan cara
membagi syirkah yang diperoleh selama perkawinan, setelah terjadi
perceraian.

Menurut pasal 37 Undang-Undang Perkawinan di Indonesia, “Apabila
perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut
hukumnya masing-masing.” Jadi bagi orang Islam mengikuti ketentuan
hukum Islam.

Dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan, hal ini terdapat dalam pasal
96 ayat (1), yang berbunyi, “Apabila terjadi cerai mati, maka separoh harta

bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama”. Sedangkan ayat (2)

pembagian harta bersama bagi seorang suami atau isteri yang isterinya hilang

4" M. Yahya Harahap, Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama, h. 271
“ Moh. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan
Agama dan Zakat, h. 35



atau suaminya hilang harus ditangguhkan sampai adanya kepastian matinya
secara hukum atas dasar putusan Pengadilan Agama. Dan janda atau duda
cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang

tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.



BAB III

PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SURABAYA NOMOR:
1728/Pdt.G/2004/PA.Sby, PENGADILAN TINGGI AGAMA
SURABAY A NOMOR: 219/Pdt.G/2005/PT A.Sby dan
PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR: 285 K/AG/2006.

A. Deskripsi Kasus Pengadilan Agama Surabaya
1. Duduk Perkara Pengadilan Agama Surabaya dalam perkara sistem
pembuktian harta bersama

a. Penggugat, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan suwasta, bertempat
tinggal di JI. DR. Sutomo Gg. Gudang Garam RT 02 RW 02, Kelurahan
Pacitan, Kecamatan Kota Pacitan, Kabupaten Pacitan. Sekarang memilih
berdomosili di rumah Dra. Hj. Tuti Hariyati di JI. Bibis Tama No. 15
Kelurahan Bibis, Kecamatan Tandes, Kota Surabaya. Dalam hal ini
Penggugat telah memberikan kepada kuasanya.

b. Tergugat, umur 44 Tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (Guru Tk/Kepala
Tk Triguna Bhakti I), bertempat tinggal di JI. Lebak Rejo II No. 58,
Kelurahan Gading, Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya. Dalam hal
ini Tergugat memberikan kepada kuasanya.

Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan dengan akad nikah

dimuka PPN/KUA Kecamatan Mejayan, Kabupaten Madiun, tanggal 22

Pebruari 1980. Duplikat akte nikah Nomor: Kk.13.19.7/PW.01/1/2004,

tanggal 27 Januari 2004.

42
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Tergugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Surabaya
dengan putusan Nomor. 1345/Pdt.G/1992/PA.Sby. Tanggal 8 Maret 1993
secara verstek (karena dalam identitas gugatan alamat suami tidak
diketahui).

Mengenai Riwayat dan Macam-Macam Gono-Gini

a. Sejak tahun 1973 jauh sebelum menikah, Penggugat telah bekerja di
Surabaya. Hasil bekerja sejak tahun 1973, uang pesangon, serta uang
santunan kecelakaan selalu ditabung. Uang tersebut dititipkan kepada
kakak perempuan Penggugat.

b. Pada tahun 1982, Penggugat bersama adik Penggugat membeli sebidang
tanah kapling No. 28, yang terletak di JI. Lebak Rejo II No. 58, dengan

ukuran 12x25 m (luas 300 m?), dengan batas-batas:

1) Sebelah Barat : J1. Lebak Rejo II.

2) Sebelah Utara :Kapling Bpk. Ramlan.

3) Sebelah Timur :Tanah milik Bpk. Abd. Manaf .

4) Sebelah Selatan :Kapling kosong (belum ada yang punya).

5) Pembelian tanah tersebut dengan cara mengangsur.

c. Pada tahun 1983 di atas tanah milik Penggugat (di bagian utara)
dibangun rumah. Biaya pembangunan rumah tersebut berasal dari uang
tabungan Penggugat yang dikumpulkan sebelum menikah, sebagian dari

pemberian kakak perempuan Penggugat, sebagian lagi dari pemberian
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ayah Penggugat, sebagian lagi dari hasil penjualan tanah Penggugat di
Pacitan, yaitu tanah pemberian orang tua Penggugat. Penggugat sedang
menyelesaikan pembangunan rumah milik Penggugat. tanah milik adik
Penggugat yang telah dipasang pondasi, karena sesuatu hal, tanah
tersebut dijual. Tanah milik adik Penggugat dibeli oleh Penggugat, dan
pembangunan rumah yang telah dimulai oleh adik Penggugat diteruskan
Penggugat sampai selesai.

Tidak ada sedikitpun gaji Tergugat yang digunakan untuk membantu
membangun rumah. Bahkan belanja untuk makan sehari-hari selalu dari
Penggugat.

Untuk membangun rumah itu, orang tua Tergugat hanya memberi
bantuan berupa batu merah sebanyak 5.000 biji yang harus diangkut
sendiri oleh Penggugat dari Caruban, Madiun.

Sebelum Pengguugat diusir oleh Tergugat, dua buah rumah di Jl. Lebak
Rejo II, No. 58 Surabaya telah selesai seluruh pembangunannya. Rumah
yang disebelah utara dipergunakan untuk tempat tinggal bersama.
Sedangkan rumah yang terletak di selatan telah dikontrakkan, dan bagian
belakang digunakan untuk Penggugat bekerja.

. Mengenai gaji Tergugat (sebagai pegawai negeri/guru) yang diterima
setiap bulan, dikumpulkan sendiri oleh Tergugat dan tidak pernah

diberitahukan kepada Penggugat.
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h. Uang yang disimpan Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat, pernah
dibelikan sawah di Lebak Rejo Surabaya dan ditanami belewah. Setelah
tidak berhasil penanaman tersebut, baru memberi tahu kepada Penggugat.

i. Sejak tahun 1991 satu dari dua buah rumah tersebut dikontrakkan
(disewakan) oleh Tergugat. Uang sewa diterima oleh Tergugat dan untuk
diri Tergugat sendiri, karena Penggugat sejak tahun 1991 telah pergi. Jika
harga sewa Rp 5.000.000,00/tahun, maka sampai tahun 2004 uang sewa
yang diterima oleh Tergugat berjumlah Rp 5.000.000,00 x 13 tahun = Rp
65.000.000,00.

j.  Waktu Penggugat pergi dari JI. Lebak Rejo II, Penggugat dan Tergugat
telah memiliki beberapa barang, diantaranya:

1) Perabot rumah, yaitu: meja kursi tamu, meja makan (lengkap dengan
kursinya), 2 (dua) lemari pakaian, lemari buffet, 2 (dua) tempat tidur
(lengkap dengan kasur), serta alat-alat dapur dalam jumlah yang
cukup.

2) Sebuah sepeda motor.

3) Sebuah TV 14 inch dan sebuah tipe.

4) Peralatan kerja yang ada ditempat Penggugat kerja.

5) Emas/perhiasan, yang sengaja dibeli oleh Tergugat tanpa

sepengetahuan Penggugat.
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k. Dengan terjadinya perceraian atas gugatan cerai di Pengadilan Agama
Surabaya dengan perkara Nomor: 1345/P.dt.G/1992/PA Sby, yang
diputus pada tanggal 8 Maret 1993, akte cerai Nomor: 333/AC/1993/PA
Sby, maka sejak tahun 1992 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak
ada ikatan sebagai suami isteri. Sejak ini harta bersama perkawinan
(gono-gini) yang disebut diatas, seharusnya telah dibagi antara Penggugat
(suami) dan Tergugat (isteri).

1. Gugatan ini semata-mata mengenai pembagian harta, bukan lagi masalah
perceraian, maka semua biaya yang timbul sebagai akibat diajukannya
gugatan dalam perkara ini menjadi beban Tergugat.

m. Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Surabaya, dalam hal ini
majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutus
perkara, dengan putusan:

1) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

2) Menyatakan sita jaminan yang telah diletakkan atas sebidang tanah
(seluas 300 m?) beserta 2 (dua) rumah yang berdiri diatasnya yang
terletakdi JI. Lebak Rejo II No. 58, dengan batas-batas yang telah
disebutkan.

3) Menetapkan tanah seluas 300 m? beserta 2 (dua) rumah yang berdiri
diatasnya yang terletak di JI. Lebak Rejo II No.58, sebesar >

(setengah) bagian merupakan harta asal dan harta pribadi Penggugat,
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2 (setengah) bagian selebihnya merupakan harta kekayaan bersama
perkawinan antara Penggugat dan Tergugat.
n. Menghukum Tergugat untuk:
1) Membagi harta bersama perkawinan yang tersebut.
2) Menyerahkan bagian yang menjadi hak dan bagian Penggugat kepada
Penggugat.
3) Menyerahkan kepada Penggugat uang sewa rumah yang telah
diterima Tergugat sebesar Rp 65.000.000,00.
0. Menghukum Tergugat untuk menanggung semua biaya perkara yang
ditimbulkan akibat diajukan gugatan dalam perkara ini.

p. Mohon putusan yang adil dalam peradilan yang baik dan benar.

Eksepsi

Setelah Tergugat melakukan penyelidikan terhadap identitas
Penggugat, ditemukan fakta Penggugat telah menggunakan identitas yang
tidak benar, baik yang menggunakan alamat di JI. Bibis Tama No. 15,
Kelurahan Bibis, Kecamatan Tandes, Kota Surabaya, yaitu rumah Dra. Hj.
Tuty Hariyatie. Hj. Tuty Hariyatie menjelaskan bahwa tidak kenal dengan
Penggugat. Tergugat juga melakukan penyelidikan yang dialamatkan J1. Dr.
Sutomo, Gg. Gudang Garam, RT. 02, RW. 02 Kelurahan Pacitan, Kecamatan
Kota, Kabupaten Pacitan. Menurut keluarga Penggugat yang ada di

Surabaya, Penggugat tidak bertempat tinggal di Pacitan, melainkan di Solo,
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itupun tidak disebutkan secara jelas alamatnya. Apabila domisili Penggugat
secara hukum tidak pasti, maka gugatan Penggugat secara hukum menjadi

kabur, maka sepatutnya harus dinyatakan tidak dapat diterima atau ditolak.

Berdasarkan kenyataan yang ada, obyek yang dianggap harta gono-gini
yang pembelian persilnya secara mengangsur dan belum lunas telah beralih
kepemilikannya kepihak lain, sehingga setatus obyek yang terletak di Jl.
Lebak Rejo II No. 58 Surabaya masih belum jelas/status quo. Sedangkan
pemilik tanah tersebut yang saat itu bertempat tinggal di JI. Rangkah sudah
pindah dan tidak diketahui jelas alamatnya. Setelah Tergugat berusaha untuk
mencari pemilik tanah tersebut. Tergugat terkejut setelah tahu ada yang
mengaku mempunyai surat tanah tersebut atau petok D sudah beralih ke
orang lain dan minta kompensasi dengan harga sekarang, padahal kondisi
bangunan obyek tersebut baru direnovasi total oleh Tergugat tahun 2003.
Melihat fakta atau keadaan yuridis yang belum jelas, maka sangat

dimungkinkan terjadi resiko hukum, yakni terjadi gugatan oleh pihak ketiga.

Replik.
Dalam perkara perdata di pengadilan, maka yang harus jelas alamatnya
adalah Tergugat dan identitasnya, obyek yang disengketakan, serta alasan-

alasan hukum dari gugatannya dan tuntutannya.
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Dalam perkara ini Penggugat dan identitasnya telah jelas, selanjutnya
Penggugat memilih berdomosili di tempat kuasa hukumnya, sehingga tidak
ada kesuluitan bagi Pengadilan Agama Surabaya untuk memanggil
Penggugat.

Untuk memberi kepastian adanya orang lain (pihak ketiga) yang terkait
haknya atau obyek sengketa, serta untuk menghindarkan adanya upaya
Tergugat untuk memindah tangankan, menjual dan menjadikan jaminan atas
obyek sengketa, Penggugat mohon hakim untuk mengabulkan sita atas
obyek sengketa cukup beralasan.

Bersamaan dengan acara pembuktian, mohon agar Pengadilan Agama
Surabaya meletakkan sita jaminan atas obyek sengketa, dengan demikian

bagi majelis hakim lebih jelas permasalahannya.

Duplik

Yang menjadi pokok perselisihan terhadap obyek yang terletak di JI.
Lebak Rejo IT No. 58 Surabaya, secara yuridis hingga detik ini, tidak bisa
diklaim milik Penggugat dan Tergugat secara bersama-sama, karena secara
yuridis ada pihak ketiga yang memiliki bukti kepemilikan terhadap obyek
tersebut, meskipun bangunan tersebut telah direnovasi total tahun 2003 oleh
Tergugat.

Alasan Penggugat untuk meletakkan sita jaminan tidak sesuai nalar

logika hukum yang ada. Pihak yang tidak mempunyai eksistensi kepemilikan
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yang jelas, tidak mungkin mendapat harapan hukum, karena hukum harus
menunjukkan kejelasan. Meski tanpa ada permohonan Penggugat
mengharapkan diletakkannya sita jaminan tehadap obyek yang terletak di Jl.
Lebak Rejo II No. 58 Surabaya, obyek tersebut tidak akan berpindah tangan,
baik melalui dijual atau dijadikan jaminan.

Pertanyaan yang diajukan Tergugat oleh Penggugat, apa bisa
obyek/persil yang tidak ada bukti kepemilikannya dapat dijadikan jaminan
hutang atau dialihkan kepihak lain, baik digadaikan atau dijual?.

Demikian duplik Tergugat dalam perkara Nomor: 1728/Pdt.G/2004/PA
Sby, maka berdasarkan hal tersebut di atas, mohon kepada majelis hakim
yang memeriksa memberikan putusan. Menolak sita yang diajukan oleh
Penggugat, karena tidak berkompeten dalam perkara ini, karena hanya
bersifat pengakuan lisan.

Atas permohonan peletakkan sita dan eksepsi tersebut, maka majelis
hakim telah memberikan putusan sela pada tanggal 27 Januari 2005.

Putusan sela terhadap permohonan peletakkan sita atas obyek sengketa
tersebut, juru sita Pengadilan Agama Surabaya telah meletakkan sita pada
tanggal 23 Pebruari 2005.

Hasil pengukuran obyek sengketa yang disita adalah sebidang tanah dan
bangunan di atasnya, dengan ukuran 10,10 m x 17,50 m (seluas 176,75 m?)

yang terletak di JI. Lebak Rejo II No. 58 Surabaya, dengan batas-batas:
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1) Sebelah Barat : JI. Lebak Rejo I1.

2) Sebelah Utara :Kapling Bpk. Ramlan.

3) Sebelah Timur  :Tanah milik Bpk. Abd. Manaf .

4) Sebelah Selatan :Rumah Bpk. Saman, bukan kapling kosong.

Untuk memperteguh gugatannya, Penggugat telah mengajukkan bukti-
bukti tulis dan saksi-saksi dalam persidangan.
Bukti tulis Penggugat adalah sebagai berikut:

a. Foto copy KTP atas nama Penggugat, cocok dengan aslinya bermaterai
cukup, ditandai dengan (P.1).

b. Foto copy kwitansi angsuran tanah tanpa dicocokan dengan aslinya,
ditandai dengan (P.2).

c. Foto copy surat pernyataan Soetcipto tanggal 12 September 2004, cocok
dengan aslinya, ditandai (P.3).

d. Foto copy surat pernyataan atas nama Soetcipto tanggal 28 April 2005,
bermaterai cukup cocok dengan aslinya, ditandai dengan (P.4).

Bukti saksi-saksi yang telah dihadirkan dalam persidangan adalah:

a. Supriyadi bin Yakup, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS,
alamat Jl. Perumnas Pemda, Kabupaten Pacitan. Saksi mengaku sebagai
adik kandung Penggugat dan kenal dengan Tergugat. Selanjutnya disebut
sebagai saksi I Penggugat. Di bawah sumpahnya menerangkan sebagai

berikut:
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2)

3)

4)

5)
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Penggugat dan Tergugat menikah sekitar tahun 1980 dan sekarang
telah cerai sekitar tahun 1992.

Sewaktu hidup sebagai suamu isteri, Penggugat bekerja di PT.
Panggung Elektronik pindah ke PT. Indomill, sedangkan Tergugat
sebagai guru PNS, diantara keduanya tidak dikaruniai anak.

Selama sebagai suami-isteri, Penggugat dan Tertgugat mempunyai
tanah di JI. Lebak Rejo, ukuran tanah 10 m x17,5 m, dengan
pembelian secara mengangsur, setengah untuk Penggugat dan
setengah untuk saksi. Saksi tidak mengenal pemilik tanah semula, dan
awal pembayaran tahun 1980.

Setengah milik Penggugat dibangun rumah, dimana biaya
pembangunannya berasal dari hasil penjualan tanah di Pacitan dan
pemberian kakak Penggugat sebagai hasil tabungan Penggugat.
Setengah milik saksi tersebut dijual kepada Penggugat dengan cara
mengangsur, waktu itu Penggugat dan Tergugat masih suami isteri.
Sekarang rumah tersebut diteruskan pembangunannya, ketika dijual
kepada Penggugat telah dibangun pondasi. Pada tahun 1992 oleh
Penggugat dibangun rumah menjadi layak pakai, dan sampai sekarang
rumah tersebut belum ada bukti balik nama dan pemilik semula, dan

pembelian tanah atas nama Penggugat dan saksi.
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b. Agus Sampurno bin Samir, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan

pensiunan, bertempat tinggal di JI. Dr. Sutomo RT. 02 RW. 02 Pacitan.

Mengaku sebagai teman Penggugat, tidak ada hubungan pekerjaan,

keluarga dengan Penggugat dan Tergugat. Di bawah sumpahnya, saksi

menerangkan sebagai berikut:

1)

2)

3)

4)

Saksi kenal dengan Penggugat dan tidak kenal dengan Tergugat, tapi
hanya tahu nama Tergugat. Saksi tidak mengetahui saat perkawinan.
Penggugat dan Tergugat, sekarang telah bercerai tahun 1993.

Saksi berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat, satu kali dengan
temannya tahun 1992-1993. Saksi tidak tahu waktu berkunjung
kerumahya, apakah Penggugat dan Tergugat sudah bercerai atau
belum cerai. Kedua kalinya saksi berkunjung kerumah Penggugat
dengan kakak Penggugat tahun 2002, dengan maksud untuk
mendamaikan Penggugat dan Tergugat, ternyata Penggugat dan
Tergugat sudah cerai.

Saksi tahu tentang asal-usul tanah yang menjadi obyek sengketa
tersebut Pembelian tanah obyek sengketa berasal dari hasil penjualan
tanah di Pacitan pada tahun 1983 yang dibeli oleh kakak Penggugat.
Saksi tidak mengetahui asal-usul tanah yang menjadi obyek sengketa,
dan tidak mengetahui pembelian tanah tersebut, baik secara kontan

atau mengangsur.
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Budi Susilo bin Nur Hamid, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS,

tempat tinggal di JI. Dr. Sutomo, Kabupaten Pacitan. Mengaku sebagai

teman Penggugat, tidak ada hubungan pekerjaan dan keluarga dengan

Penggugat dan Tergugat. Di bawah sumpahnya saksi menerangkan

sebagai berikut:

1)

2)

3)

4)

5)

Saksi tidak kenal dengan Tergugat, tetapi saksi mengetahui namanya
Tergugat.

Saksi tidak mengetahui kapan Penggugat dan Tergugat menikah,
sekarang Pengugat dan Tergugat dengar-dengar sudah bercerai, tetapi
saksi tidak tahu kapan Penggugat dan Tergugat resmi bercerai.

Ayah Penggugat pernah menjadi tetangga saksi. Ayahnya pernah
memberikan sebidang tanah kepada Penggugat, dan tanah tersebut
oleh Penggugat dijual kepada kakak Penggugat.

Setahu saksi, tujuan Penggugat menjual tanah di Pacitan akan dipakai
Penggugat membangun rumah di Surabaya. Saksi juga tahu sebelum
Penggugat membangun rumah di Surabaya, terlebih dahulu membeli
tanah sekitar tahun 1980, tetapi saksi tidak pernah diajak Penggugat
kerumahnya di Surabaya.

Setahu saksi, ketika Penggugat menjual tanah di Pacitan, saksi pernah

melihat ada surat berkaitan dengan tanah itu, bentuknya berupa surat
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pernyataan Penggugat dan tidak ada surat-surat lain, serta saksi tidak
tahu sendiri.

Atas keterangan saksi-saksi tersebut, kuasa hukum Penggugat
menerima, tetapi kuasa hukum Tergugat keberatan atas keterangan saksi-
saksi tersebut.

Tergugat untuk mempertegas sanggahan dan bantahannya telah
mengajukan bukti-bukti tulis dan saksi-saksi.

Bukti-bukti tulis Tergugat adalah sebagai berikut:

a. Foto copy kwitansi angsuran pembayaran tanah oleh Tergugat,
bermaterai cukup, cocok dengan aslinya, ditandai dengan (T.1).

b. Foto copy pembelian material bangunan atas nama Tergugat tanggal 7
Juni 2000 — 26 Desember 2003, bermaterai cukup, cocok dengan aslinya,
ditandai dengan (T.2-T.12).

c. Foto copy isian data penduduk atas nama Penggugat, bermaterai cukup,
tanpa dicocokan dengan aslinya, ditandai dengan (T.14).

d. Foto copy kwitansi ongkos tukang atas nama Tergugat, tanggal 26
Agustus 2000 — 18 Oktober 2003, bermaterai cukup, cocok dengan
aslinya, ditandai dengan (T.18-T.25).

Bukti saksi-saksi yang telah dihadirkan dalam persidangan adalah:

a. Kantiman bin Marus, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta,

alamat rumah JI. Lebak Rejo I No. 5, Kelurahan Gading, Kecamatan
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Tambaksari, Kota Surabaya. Mengaku tidak ada hubungan darah dan

pekerjaan dengan Penggugat maupun Tergugat, selanjutnya disebut

sebagai saksi I Tergugat. Di bawah sumpahnya menerangkan sebagai
berikut:

1) Saksi tahu jika tanah yang menjadi obyek sengketa berasal dari
pembelian secara mengangsur kepada seorang yang bernama Hook,
keturunan Cina di Rangkah. Mulai diangsur ketika saksi menjadi
ketua RT tahun 1989-1991 dan tanah tersebut atas nama Hook,
namun tidak tahu berapa harganya.

2) Tanah tersebut dibangun oleh Penggugat dan Tergugat, saksi tidak
mengetahui asal usul biaya pembangunan tanah tersebut. Dan telah
direnovasi oleh Tergugat tahun 2002, dalam renovasinya tahun 2002
saksi tidak bertemu lagi dengan Penggugat, karena Penggugat punya
hutang kepada saksi, sebelum Penggugat pergi.

b. Poerwadi bin Sadimun, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta,
alamat rumah JI. Lebak Rejo II No. 59-A, Kelurahan Gading, Kecamatan
Tambaksari, Kota Surabaya. Mengaku tidak ada hubungan darah dan
pekerjaan dengan Penggugat maupun Tergugat, selanjutnya disebut
sebagai saksi II. Di bawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai

berikut:



57

1) Saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena bertetangga dan pernah
menjadi ketua RT tahun 1994-2004, sekarang Penggugat dan
Tergugat telah cerai.

2) Saksi tahu Penggugat dan Tergugat memiliki tanah ukuran 10 m x
17,5 m dibangun rumah, sekarang telah direnovasi menjadi dua lantai
pada tahun 2003-2004.

3) Saksi tidak mengetahui nilai pembelian dan pembangunan rumah
pertama.1

2. Putusan dan pertimbangan hakim Pengadilan Agama Surabaya tentang
sistem pembuktian harta bersama Nomor: 1728/Pdt.G/2004/PA.Sby
Isi putusan Pengadilan Agama Surabaya tentang sistem pembuktian
harta bersama Nomor: 1728/Pdt.G/2004/PA.Sby, adalah sebagai berikut:
a. Dalam eksepsi
menolak eksepsi Tergugat.
b. Dalam pokok perkara

1) Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

2) Menyatakan sita jaminan atas obyek sengketa perkara ini, yaitu
sebuah tanah dan bangunan yang terletak di JI. Lebak Rejo II No. 58,
kota Surabaya, yang dilaksanakan pada tanggal 28 Februari 2005

adalah tidak sah dan tidak berharga.

! Berkas Perkara Nomor:1728/Pdt.G/2004/PA.Sby
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3) Memerintahkan kepada Juru Sita Pengadilan Agama Surabaya untuk
mengangkat kembali peletakan sita jaminan atas obyek sengketa
terebut.

4) Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp
148.000,00,00 (seratus empat puluh delapan ribu rupiah).”

Adapun pertimbangan hakim Pengadilan Agama Surabaya dalam
memutuskan perkara sistem pembuktian harta bersama adalah:

a. Selama persidangan perkara ini berlangsung, Penggugat dan kuasanya
hadir, begitu pula Tergugat dan kuasanya juga telah hadir. Majelis hakim
telah memberi kesempatan melakukan upaya penyelesaian perkara ini
dengan jalan mediasi untuk mendapatkan penyelesaian melalui kuasa
hukumnya masing-masing. Namun selama kesempatan tersebut telah
diberikan oleh majelis hakim, ternyata tidak mendapatkan titik temu,
karena Terguguat hanya bersedia memberikan hak kepada penggugat Rp
12.500.000,00 sesuai dengan nilai harga pada saat hidup bersama antara
Penggugat dan Tergugat. Tergugat keberatan atas gugatan Penggugat
tersebut, karena selain Penggugat meninggalkan Tergugat, juga
mempunyai hutang-hutang kepada pihak lain, dan hutang tersebut telah
dilunasi oleh pembayarannya oleh Tergugat. Dan pihak Penggugat

bersikukuh sebagaimana gugatannya.

2 putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor: 1728Pdt.G/2047/PA.Shy
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b. Berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi dan
bukti tulis, yaitu semula Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah
telah menikah dan tercatat pada KUA Kecamatam. Kejayan, kabupaten.
Madiun pada tanggal 22 Pebruari 1980, dengan duplikat akta nikah No.
Kk.13.19.7/Pw.01/1/2004, tanggal 27 Januari 2004. Namun antara
Penggugat dan Tergugat telah bercerai, sesuai putusan Pengadilan Agama
Surabaya Nomor: 1343/Pdt.G/1992/PA.Sby pada tanggal 10 Mei 1993,
serta telah dikeluarkan akta cerai Nomor: 333/AC/1993/PA. Sby, dan
belum dikaruniai anak. Dalam perkara ini bukti akta cerai tersebut tidak
diajukan sebagai alat bukti formal dipersidangan.
c. Dalam pokok perkara ini, Penggugat menggugat kepada Tergugat melalui
Pengadilan Agama Surabaya, tentang harta bawaan dan harta bersama,
selama Penggugat dan Tergugat menjalin hubungan perkawinan yang sah.
Oleh karena itu majelis hakim sebelum menguraikan hasil pemeriksaan
perkara ini, akan memberi definisi tentang harta bersama dan harta
bawaan menurut Undang-Undang yang berlaku, yaitu Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, sebagai berikut:
Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang definisi harta
bersama dan harta bawaan:

(1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta
bersama.

(2) Harta bawaan dari masing-masing suami isteri dan harta benda yang
diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di

bawah penguasaan masing-masing sipenerima, sepanjang para pihak
tidak menentukan lain.
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Pasal 85, 86 dan 87 Kompilasi Hukum Islam, tentang definisi harta
bersama dan harta bawaan:

Pasal 85 :Adanya harta bersama tidak menutup kemungkinan
adanya harta milik masing-masing.

Pasal 86 (1) :Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami
dan harta isteri karena perkawinan.

Pasal 86 (2) :Harta isteri tetap menjadi hak isteri dan dikuasai pnuh
olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak
suami dan dikuasai penuh olehnya.

Pasal 87 (1) :Harta bersama dari masing-masing suami dan isteri, dan
harta yang diperoleh dari masing-masing sebagai hadiah
atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing
sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Pasal 87(2) :Suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk
melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing
berupa hibah, hadiah, sodaqoh atau lainnya.

Dalam proses pembuktian, karena perkara ini adalah terikat dengan
perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, yang dilaksanakan tanggal
22 Pebruari 1980. Dari perkawinan belum dikaruniai anak dan
perkawinan tersebut telah putus pada tanggal 10 Mei 1993. Dengan
demikian majelis hakim berpendapat segala apa yang dihasilkan dalam
masa perkawinan tersebut adalah harta besama Penggugat dan Tergugat,
apa yang dihasilkan sebelum Penggugat dan Tergugat melangsungkan
perkawinan adalah harta masing-masing pihak, kemudian harta yang
dihasilkan setelah terjadinya perkawinan adalah bukan harta bersama.

Berdasarkan keterangan Penggugat selama menjalin masa perkawinan,
Penggugat dan Tergugat telah membeli tanah, yakni setengah dari obyek
sengketa adalah harta bawaan, dan setengah dari obyek sengketa adalah

harta bersama. Sedangkan bangunan rumah adalah harta bawaan
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Penggugat yang diperoleh sebelum melangsungkan perkawinan dengan
Tergugat. Atas gugatan Penggugat tersebut oleh Tergugat telah dibantah,
maka berdasarkan pasal 163 HIR, apabila gugatannya dibantah oleh
Tergugat, maka Penggugat dibebani untuk membuktikan atas
gugatannya.

Bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, berupa bukti tulis dan para
saksi dipersidangan. Dari hasil pemeriksaan ternyata tidak ada bukti tulis
yang mendukungnya adanya bukti akta autentik jual beli tanah dari
pemilik asal kepada Penggugat dan Tergugat yang dibuat oleh pejabat
yang berwenang untuk itu.

Dalam gugatan harta bawaan Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan
bukti tentang perceraian Penggugat dan Tergugat, dan Penggugat tidak
mengajukan bukti tulis (autentik), akte jual beli yang dibuat oleh pejabat
yang berwenag untuk itu. Sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku
terhadap jual beli barang/benda tetap berupa tanah, maka tetap berlaku
peraturan tentang jual beli tanah dengan penyerahan dan balik nama dari
pihak penjual ke pihak pembeli yang berwenag untuk itu. Jual beli tanah
obyek sengketa tersebut tidak terpenuhi syarat formil kepemilikan dan
jual beli atas tanah itu.

. Berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, majelis hakim tidak menemukan

bukti formil atas terjadinya jual beli atas tanah barang bawaan maupun
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tanah sebagai harta bersama yang dibuat oleh pejabat yang berwenag
untuk itu.

i. Hakim telah menjatuhkan putusan sela pada tanggal 27 Januari 2005,
yang pada pokoknya menolak eksepsi Tergugat dan mengabulkan
peletakkan sita atas obyek sengketa tersebut.

j.  Dalam putusan sela tanggal 27 Januari 2005 telah dikabulkan dan telah
dilakukan peletakkan sita pada tanggal 28 Pebruari 2005, karena pokok
perkara oleh majelis hakim dinyatakan tidak dapat diterima, maka
peletakan sita terebut harus dinyatakan tidak sah dan tidak berharga dan
memerintahkan juru sita Pengadilan Agama Surabaya untuk mengangkat
kembali peletakkan sita yang dilakukan pada tanggal 28 Pebruari 2005

atas obyek sengketa tersebut.’

B. Deskripsi Kasus Pengadilan Tinggi Agama Surabaya

1.

Duduk perkara Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam perkara sistem
pembuktian harta bersama.

Perkara pembuktian harta bersama Pengadilan Agama Surabaya
Nomor: 1728/Pdt.G/2004/PA.Sby, telah diputus oleh majelis hakim pada
tanggal 4 Agustus 2005 dengan putusan, bahwa gugatan Penggugat tidak
dapat diterima, karena Penggugat tidak mengajukan bukti tulis autentik akte

jual beli yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu.

% Wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Surabaya, Bpk. Akhmad Bisri Mustagim
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Penggugat mengajukan banding atas putusan Pengadilan Agama
Surabaya.
yang dibuat oleh panitera Pengadilan Agama Surabaya, pada tanggal 9
Agustus 2005 .

Duduk perkaranya adalah dengan mengutip segala uraian sebagaimana
yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Surabaya dan
Memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Pembanding pada
tanggal 23 Agustus 2005 dan kontra memori banding yang diajukan oleh
Terbanding pada tanggal 20 September 2005.

Putusan dan pertimbangan hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang
menguatkan putusan Pengadilan Agama Surabaya tentang sistem
pembuktian harta bersama

Isi putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tentang sistem
pembuktian harta bersama Nomor: 1728/Pdt.G/2004/PA.Sby, adalah sebagai
berikut:

a) Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh
Penggugat/Pembanding dapat diterima.

b) Menguatkan putusan Pengadilan Agama Surabaya tanggal 4 Agustus
2005 M, bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Tsaniyah 1426 H. Nomor:

1728/Pdt.G/2004/PA.Sby.
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¢) Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada

tingkat banding sebesar Rp 107.000,00,- (seratus tujuh ribu rupiah).*
Adapun pertimbangan hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya
dalam memutuskan perkara sistem pembuktian harta bersama adalah:

a) Eksepsi yang yang diajukan Tergugat/Terbanding hanya terfokus pada
domisili Penggugat/Pembanding pada saat ini tidak jelas, sedangkan
Pengadilan Agama Surabaya dalam melaksanakan panggilan dan
pemberitahuan, terkait dengan penyelesaian perkara gquo juga tidak
menemui  kesulitan yang signifikan. Disamping itu eksepsi
Tergugat/Terbanding tersebut juga bukan mengenai kompetensi
(wewenang mengadili) Pengadilan Agama Surabaya. Sesuai pasal 136
HIR, maka penyelesaian eksepsi lain di luar eksepsi tentang kompetensi,
harus diperiksa dan diputus bersama-sama pokok perkara. Oleh karena itu
Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat bahwa eksepsi seperti
itu harus dinyatakan ditolak.

b) Hasil penyitaan juru sita Pengadilan Agama Surabaya tersebut, sebidang
tanah dan bangunan yang menjadi obyek sengketa berukuran 10,10 m x
17,50 m (seluas 176,75 m?), bukan 12 m x 25 m (seluas 300 m?)
sebagaimana tercantum dalam surat gugatan Penggugat/Pembanding.

Begitu juga batas tanah obyek sengketa tersebut, dari hasil penyitaan juru

* Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor: 219/Pdt.G/2005/PTA.Shy
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sita pengganti Pengadilan Agama Surabaya, batas sebelah selatan adalah
rumah Bpk. Saman (Lebak Rejo II No. 56) bukan kapling tanah kosong
(belum ada yang punya) sebagaimana yang tercantum dalam surat
gugatan Penggugat/Pembanding. Dengan demikian, maka tanah yang
menjadi obyek sengketa yang dikuasai Tergugat/Terbanding ternyata
batas-batas dan luasnya tidak sama antara yang tercantum dalam gugatan
dengan hasil pelaksanaan yang tercantum dalam berita acara sita jaminan
sebagaimana terurai di atas.

¢) Berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI, tanggal 9 juli 1973,
nomor: 81K/Sip/1971, maka gugatan seperti itu harus dinyatakan tidak
tidak dapat diterima. Oleh karena itu pula majelis hakim tingkat pertama

harus dikuatkan.’

C. Deskripsi Kasus Mahkamah Agung

1.

Duduk perkara Mahkamah Agung dalam perkara sistem pembuktian harta
bersama

Perkara pembuktian harta bersama di Pengadilan Tinggi Agama
Surabaya Nomor: 1728/Pdt.G/2004/PA.Sby, telah diputus oleh majelis hakim
pada tanggal 8 Desember 2005. Dengan putusan menguatkan putusan

Pengadilan Agama Surabaya.

® Pertimbangan hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor: 219Pdt.G/2047/PA.Sby
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Penggugat/Pembanding melalui kuasanya, mengajukan Kasasi secara
lisan atas putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang menguatkan
putusan Pengadilan Agama Surabaya. Kasasi tersebut dibuat oleh panitera
Pengadilan Agama Surabaya, pada tanggal 23 Januari 2006.

Duduk perkaranya adalah dengan mengutip segala uraian sebagaimana
yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Surabaya, dan
Memperhatikan memori kasasi yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding
pada tanggal 2 Februari 2006 dan kontra memori kasasi yang diajukan oleh
Tergugat/Terbanding pada tanggal 21 Pebruari 2006.

Putusan dan pertimbangan hakim Mahkamah Agung membatalkan putusan

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dan Pengadilan Agama Surabaya

tentang sistem pembuktian harta bersama

Isi putusan Mahkamah Agung tentang sistem pembuktian harta
bersama Nomor: 1728/Pdt.G/2004/PA.Sby, adalah sebagai berikut:

a) Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian.

b) Menetapkan sebidang tanah yang terletak dijalan Lebak Rejo II No. 58,
Kelurahan Gading, Kecamatan Tambaksari Surabaya, dengan ukuran,
17,5 m dan lebar 10,10 m, atau seluas 176 m?, dengan batas-batas:
Sebelah Barat, JI. Lebak Rejo II.

Sebelah Utara, kapling Bpk. Ramlan.

Sebelah Timur, tanah milik Bpk. Abd. Manaf .
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Sebelah Selatan, rumah Bpk. Saman.

¢) Membagi harta bersama tersebut masing-masing setengah (2) bagian.

d) Menghukum Tergugat untuk menyerahkan setengah (}%2) bagian yang
menjadi hak penggugat kepada penggugat secara natura (harga pasar),
apabila tidak bisa dilaksanakan, maka dapat dilelang, setengah (}2) hasil
pelelangan tersebut diberikan kepada penggugat secara tunai.

e) Menyatakan sita yang telah diletakkan tanggal 28 Pebruari 2005 adalah
sah dan berharga.

f) Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.

g) Menghukum pemohon Kasasi/Penggugat dan Termohon kasasi/tergugat
untuk membayar biaya dalam semua tingkat peradilan yang dalam
tingkat kasasi sebesar Rp 500.000,00.°

Adapun pertimbangan hakim Mahkamah Agung dalam memutuskan
perkara sistem pembuktian harta bersama adalah:

a) Berdasarkan fakta dipersidanagan, berupa pengakuan dari Tergugat
bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah bercerai berdasarkan akta
cerai No. 333/AC/1993/PA.Sby, yang dikeluarkan oleh Pengadilan
Agama Surabaya, tanggal 10 Mei 1993. Terbukti bahwa Penggugat
adalah mantan suami Tergugat. Dengan demikian antara Penggugat dan

Tergugat mempunyai hubungan hukumdalam perkara ini

® putusan Mahkamah Agung Nomor: 285 K/AG/2006
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Tentang obyek harta bersama yang diperoleh selama dalam perkawinan
Penggugat dan Tergugat, berdasarkan hasil pemerikaan setempat yang
dilakukan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Surabaya tanggal 28

Oktober 2008, adalah sebagai berikut:

Sebelah Barat : JI. Lebak Rejo II.

Sebelah Utara :Kapling Bpk. Ramlan.

Sebelah Timur :Tanah milik Bpk. Abd. Manaf .
Sebelah Selatan :Rumah Bpk. Saman.

Oleh karena itu putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya harus
dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini.
Gugatan Penggugat tentang harta bersama yang berasal dari harta
bawaan, berupa sebidang tanag yang terletak di JI. Lebak rejo II, No. 58,
dengan ukuran 300 m? di atas tanah tersebut telah dibangun 2 buah rumah
untuk tempat tinggal bersama dan kontrakan rumah serta perabot rumah
tangga. Tergugat dalam jawabanya menerangkan bahwa obyek tersebut,
dibeli secara mengangsur dan belum lunas telah beralih kepemilikannya
kepada pihak lain, sehingga setatusnya masih belum jelas (ferkatung-
katung).
Jawaban Tergugat tersebut merupakan pengakuan berklausul, oleh
karenanya Tergugat semestinya dibebani klausulnya, akan tetapi selama

persidangan berlangsung, Tergugat tidak membuktikan tentang
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klausulnya dan tidak pula ada intervensi dari pihak lain, bahkan hingga
kini Tergugat masih menempati dan menikmati obyek sengketa tersebut.
Berdasarkan saksi Penggugat telah terbukti, bahwa obyek tersebut
merupakan harta bersama yang diperoleh selama Penggugat dan Tergugat
masih terikat dalam perkawinan, bukan berasal dari harta bawaan
Penggugat, oleh karenannya dapat ditetapkan tanah yang terletak di JI.
Lebak Rejo II Surabaya merupakan harta bersama Penggugat dan
Tergugat.

Bangunan rumah di atas tanah tersebut yang menurut Penggugat
dibangun sebelum Penggugat diusir oleh Tergugat dan perabot rumah
tangga, serta uang hasil kontrakan rumah yang selama ini diterima dan
dinikmati oleh Tergugat telah dibantah oleh Tergugat, dan Penggugat
tidak dapat membuktikannya. Sedangkan bukti-bukti dari Tergugat
berupa nota pembelian material bangunan, diketahui bangunan tersebut
dibangun sejak tahun 2000, yaitu setelah Penggugat dan Tergugat
bercerai. Dengan demikian harus dikesampingkan.

Obyek tanah yang terletak di JI. Lebak Rejo II No. 58 Surabaya, telah
ditetapkan sebagai harta bersama, maka setelah terjadinya perceraian

harus dibagi dua, masing-masing mendapat 2 (setengah) bagian.
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g) Karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka sita jaminan yang telah

diletakkan tanggal 28 Pebruari 2005 dinyatakan sah dan berharga.’

" Pertimbangan hakim Mahkamah Agung Surabaya Nomor: 285 K/AG/2006



BAB IV

ANALISISHUKUM ISLAM TERHADAP PUTUSAN
MAHKAMAH AGUNG NOMOR 285 K/AG/ 2006 TENTANG
PEMBATALAN PUTUSAN PENGADILAN TINGGI AGAMA

SURABAYA NOMOR :219/Pdt.G/2005/PTA. Sby, dan

PENGADILAN AGAMA SURABAYA
NOMOR :1728/Pdt.G/2004/PA. Shy.
TENTANG SISTEM PEMBUKTIAN HARTA BERSAMA

. Pertimbangan Mahamah Agung dalam Pembatakan Putusan Pengadilan
Tinggi Agama Surabaya dan Pengadilan Agama Surabaya Tentang Sistem
Pembuktian Hata Bersama

Seorang hakim baik yang ada di Pengadilan Agama, di Pengadilan Tinggi
Agama maupun di Mahkamah Agung, sudah barang tentu mengemban amanah
yang sangat besar, karena dia bertanggung jawab kepada Allah SWT, Negara,
dan juga pihak-pihak yang berperkara dalam memutuskan suatu perkara.

Seorang hakim harus mempunyai dasar hukum yang kuat, agar bisa
memberikan suatu putusan yang seadil-adilnya, dan tidak menyimpang dari
hukum, baik hukum Islam yang berlaku di Peradilan Agama maupun hukum
acara perdata yang terikat dengan perkara yang sedang ditangani.

Dalam rangka menggunakan pertimbangan hukum dan dasar hukum yang
benar dan kuat, maka langkah awal yang harus dilakukan adalah selalu
memerlukan panduan dan pertolongan dari Allah SWT. Sesuai dengan

firmanNya dalam surat an-Nisa, ayat126:
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Artinya

"Kepunyaan Allah-lah apa yang di langit dan apa yang di bumi, dan adalah
(pengetahuan) Allah Maha meliputi segala sesuatu."'

Tidak ada orang yang dapat berhasil dalam pekerjaannya tanpa bantuan
dan petunjukNya, karena resiko dan bahaya yang selalu mengancam seorang
hakim membuatnya harus selalu berhati-hati dalam menjalankan tugasnya.

Setelah mencermati alasan-alasan yang dijadikan dasar hukum oleh hakim
Mahkamah Agung yang membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama
Surabaya dan Pengadilan Agama Surabaya, tentang sistem pembuktian harta
bersama. Nampaknya hanya berbeda sistem pembuktian terhadap kasus
pembuktian harta bersama, sehingga dasar hukum yang dipakai oleh Mahkamah
Agung, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dan Pengadilan Agama Surabaya
juga berbeda. Hal ini berakibat adanya putusan Mahkamah Agung yang
membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dan Pengadilan
Agama Surabaya tentang sistem pembuktian harta bersama.

Dalam hal ini, yang menjadi pertimbangan hukum Mahkamah Agung
membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dan Pengadilan
Agama Surabaya berupa tanah.

Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dan Pengadilan Agama

Surabaya. Dalam duduk perkaranya, Penggugat mengaku selama menjalin

! Depag, al-Qur'an dan Terjemahnya, h. 142
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perkawinan dengan Tergugat, Penggugat dan Tergugat telah membeli tanah di J1.
Lebak Rejo, No. 58 Surabaya. Yaitu setengah dari obyek sengketa harta bawaan,
dan setengah lagi dari obyek sengketa adalah harta bersama.

Atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat membantah, karena tanah yang
ditempatinya itu tidak ada sertifikat tanah (akta autentik) yang sah, yang dibuat
dihadapan berwenang untuk itu. Berdasarkan pasal 163 HIR, apabila gugatannya
dibantah oleh Tergugat, maka Penggugat dibebani untuk membuktikan atas
gugatannya. Penggugat tidak bisa membuktikan/menunjukkan alat bukti tertulis
berupa sertifikat tanah (akta autentik) yang dibuat dihadapan pejabat yang
berwenag atau alat bukti saksi yang mengetahui sendiri tentang hal itu. Maka
Pengadilan Tinggi Agama Surabya dan Pengadilan Agama Surabaya tidak
menerima gugatan tersebut.

Sedangkan Mahkamah Agung beranggapan bahwa bantahan Tergugat
tersebut merupakan pengakuan berklausul. Oleh sebab itu Tergugat semestinya
dibebani untuk membuktikan klausulnya, akan tetapi selama persidangan
berlangsung, Tergugat tidak membuktikan tentang klausulnya dan tidak ada
intervensi dari pihak lain, maka berdasarkan saksi-saksi dari Penggugat telah
terbukti, bahwa objek tersebut merupakan harta bersama yang diperoleh saat
Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan. Oleh karena itu tanah
yang terletak di JI. Lebak Rejo II No. 58 Surabaya dengan ukuran 10,10 m x

17,50 m (seluas 176,75 m?), menjadi obyek harta bersama.
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Mahkamah Agung seharusnya mencermati tentang saksi yang diajukan
oleh penggugat. Bahwa saksi yang diajukan oleh Penggugat tidak memenuhi
persyaratan saksi. Saksi seharusnya memberi keterangan didepan sidang
pengadilan tentang suatu peristiwa, kejadian atau keadaan tertentu yang ia
dengar sendiri, lihat sendiri, dan dialami sendiri (pasal 171 HIR). Padahal saksi-
saksi yang diajukan Penggugat dalam kasus harta bersama ini tidak ada yang
mendengar sendiri, melihat sendiri, dan mengalami sendiri.

Saksi Penggugat yang pertama, Supriyadi bin Yakup (adik Penggugat), di
bawah sumpahnya menjelaskan, bahwa setengah milik saksi tersebut dijual
kepada Penggugat dengan cara mengangsur, waktu itu Penggugat dan Tergugat
masih suami isteri. Sekarang rumah tersebut diteruskan pembangunannya, ketika
dijual kepada Penggugat telah dibangun pondasi. Pada tahun 1992 oleh
Penggugat dibangun rumah menjadi layak pakai, dan sampai sekarang tanah
tersebut belum ada bukti balik nama dari pemilik semula, dan pembelian tanah
atas nama Penggugat dan saksi.

Dari keterangan saksi Penggugat yang pertama, Supriyadi bin Yakup (adik
Penggugat), bahwa sampai sekarang tanah tersebut belum ada bukti balik nama
dari pemilik semula, dan pembelian tanah atas nama Penggugat dan saksi. Jadi
secara otomatis tidak ada sertifikat tanah (bukti autentik) yang di buat oleh

pejabat yang berwenang pada saat jual beli. Karena jual beli hak milik dari
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penjual kepada pembeli harus dilakukan dihadapan PPAT.’

Kedua, Agus Sampurno bin Samir, Mengaku sebagai teman Penggugat. Di
bawah sumpahnya menjelaskan, bahwa Saksi tahu tentang asal-usul tanah yang
menjadi obyek sengketa tersebut. Pembelian tanah obyek sengketa berasal dari
hasil penjualan tanah di Pacitan pada tahun 1983 yang dibeli oleh kakak
Penggugat. Saksi juga tidak mengetahui asal usul tanah yang menjadi obyek
sengketa, dan tidak mengetahui pembelian tanah tersebut baik dengan cara
kontan atau mengangsur. Dan saksi juga tidak tahu tentang hasil pembayaran
dari kakak Penggugat untuk membayar apa uang tersebut, dan asal usul tanah di
Pacitan itu berasal dari ayah Penggugat kemudian dijual kepada kakaknya.

Saksi kedua ini hanya mengetahui asal penjualan tanah di Pacitan. Tanah
tersebut dijual kepada kakak penggugat. Keterangan saksi juga tidak jelas,
karena saksi mengatakan tahu kegunaan penjualan tanah tersebut untuk membeli
tanah di Surabaya, dan keterangan berikutnya mengatakan saksi tidak tahu
tentang hasil pembayaran dari kakak Penggugat digunakan untuk membayar apa.
Berarti saksi ini memberi keterangan yang berlawanan. Pertama mengatakan
tahu kegunaan penjualan tanah di Pacitan, yaitu untuk membeli tanah di
Surabaya, keterangan berikutnya tidak tahu tentang hasil pembayaran dari kakak

Penggugat untuk membayar apa.

2 Effendi Perangin, Hukum Agraria di Indonesia, h. 28
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Saksi ketiga, Budi Susilo bin Nur Hamid, Mengaku sebagai teman
Penggugat, dalam sumpahnya mengjelaskan, ayah Penggugat pernah menjadi
tetangga saksi. Ayahnya pernah memberikan sebidang tanah kepada Penggugat,
dan tanah tersebut dijual oleh Penggugat kepada kakak Penggugat. Tujuan
Penggugat menjual tanah di Pacitan akan dipakai Penggugat membangun rumah
di Surabaya, dan saksi juga tahu sebelum Penggugat membangun rumah di
Surabaya, telebih dahulu membeli tanah sekitar tahun 1980, tetapi saksi tidak
pernah diajak Penggugat kerumahnya di Surabaya. Ketika Penggugat menjual
tanah di Pacitan, saksi pernah melihat ada surat berkaitan dengan tanah itu,
bentuknya berupa surat pernyataan Penggugat, dan tidak ada surat-surat lain,
serta saksi tidak tahu sendiri.

Penjelasan saksi ketiga ini mengetahui bahwa sebelum pembangunan
rumabh, terlebih dahulu Penggugat membeli tanah di Surabaya tapi saksi tidak
pernah diajak penggugat kerumahnya. Berarti saksi ketiga ini tidak mengetahui
obyek sengketa sama sekali, apakah ada sertifikat tanah atau tidak.

Sehingga dapat disimpulkan, bahwa tanah yang digugat oleh Penggugat
tidak ada sertifikat tanah (bukti autentik) dari pemilik asal kepada Penggugat
dan Tergugat yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu. Maka tanah
tersebut tidak dapat dianggap harta bersama, karena dalam proses jual beli tanah
tidak dibuat di depan pejabat yang berwenag, dan keterangan saksi-saksi dari

Penggugat sendiri juga tidak bisa memberi keterangan yang dapat memberi
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kejelasan perkara tersebut.

Putusan Mahkamah Agung seharusnya tidak hanya mempertimbangkan
tentang pengakuan berklausul dan keterangan saksi dari pihak Penggugat saja,
tetapi juga harus mempertimbangkan tentang adanya alat bukti yang dibuat
dihadapan pejabat yang berwenang untuk itu. Disamping itu Mahkamah Agung
harus memperhatikan dampak dari putusannya, yaitu apabila ada pihak ketiga
yang mempunyai sertifikat tanah (akta autentik), hal itu dapat merugikan
Tergugat..

Sistem pembuktian harta bersama yang di jadikan pertimbangan
Mahkamah Agung adalah saksi. Seharusnya hakim tidak boleh percaya begitu
saja terhadap keterangan saksi. Hakim harus memperhatikan kesesuaian atau
kecocokan antara keterangan saksi, kesesuaian kesaksian dari alat bukti lain atau
keterangan lain dengan kelogisan.

Sedangkan gugatan Penggugat berupa bangunan 2 buah rumah di atas
tanah tersebut yang menurut Penggugat dibangun sebelum Penggugat di usir
oleh Tergugat dan perabot rumah tangga, serta uang hasil kontrakkan rumah
yang selama ini diterima dan dinikmati Tergugat, gugatan tersebut dibantah oleh
Tergugat, dan Penggugat tidak bisa membuktikannya. Sedangkan nota
pembelian material bangunan, diketahui bangunan tersebut dibangun oleh
Tergugat sejak tahun 2000. Jadi gugatan Penggugat berupa tanah juga tidak bisa

menunjukkan bukti-bukti tulis terhadap bangunan tersebut.
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Putusan Pengadilan Agama Surabaya dan Pengadilan Tinggi Agama
Surabaya ini sama dengan Mahkamah Agung. Bahwa gugatan tersebut tidak bisa
diterima, karena Tergugat telah menunjukkan bukti tulis berupa kwitansi dan
ongkos pembangunan rumah tersebut.

Mahkamah Agung memutuskan harta bersama ini menggunakan
pembuktian tertulis, hal ini sesuai dengan alat bukti tulis. Seharusnya apabila
Mahkamah Agung mengabulkan bangunan tanah yang ditempati Tergugat
adalah harta bersama tanpa ada bukti tulis (akta autentik), maka bangunan
rumah beserta perabot-perabotnya juga harta bersama.

. Implikasi hukum pembatalan putusan Pengadilan Agama Surabaya dan
Pengadilan Tinggi Agama Surabaya oleh Mahkamah Agung tentang sistem
pembuktian harta bersama

Memiliki sertifikat tanah berarti memberikan kepastian hukum, karena
hukum jelas dapat diketahui baik identitas pemegang haknya (subyeknya)
maupun identitas tanahnya (obyeknya). Oleh sebab itu, apabila terjadi
pelanggaran atas hak milik tanah, maka pemilik tanah dapat melakukan
penuntutan kepada si pelanggar berdasarkan hak miliknya itu. Memiliki
sertifikat berarti memberikan perasaan tenang dan tentram kepada pemegangnya,
karena masih terlindung dari tindakan sewenang-wenag yang dapat dilakukan
oleh siapapun juga.

Memiliki sertifikat berarti bahwa pemegang hak dapat menggunakan

haknya sebagai jaminan utang, hak untuk menggadaikan, atau dengan perkataan
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lain, bahwa atas haknya tersebut dapat dibebani hak tanggungan dan dapat
dimintai pertanggung jawaban. >

Pendaftaran pemindahan hak atas tanah bertujuan memberikan alat
pembuktian yang kuat kepada pembeli. Untuk dapat mendaftar atau mencatat
peralihan suatu hak atas tanah oleh kepala pencatat tanah diperlukan suatu bukti
bahwa memang benar terjadi jual beli.

Apabila pembelian tanah tanpa adanya sertifikat tanah, pembeli akan
mengalami kesulitan membuktikan haknya atas tanah yang telah dibelinya.
Tanpa adanya akta PPAT, tidak mungkin memperoleh izin pemindahan hak dari
instansi pertanahan yang berwenang. Dan kantor kepala pencatat tanah pun akan
menolak untuk melakukan pencatatan peralihan haknya.*

Seperti putusan Pengadilan Agama Surabaya dan Pengadilan Tinggi
Agama Surabaya yang dibatalkan oleh Mahkamah Agung tentang sistem
pembuktian harta bersama.

Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian. Menetapkan sebidang
tanah yang terletak dijalan Lebak Rejo II No. 58, Kelurahan Gading, Kecamatan
Tambaksari Surabaya, dengan ukuran, 17,5 m dan lebar 10,10 m, atau seluas 176
m?. Membagi harta bersama tersebut masing-masing setengah ()2) bagian.
Menghukum Tergugat untuk menyerahkan setengah (72) bagian yang menjadi

hak penggugat kepada penggugat secara natura (harga pasar), apabila tidak bisa

® Bachsan Mustafa, Hukum Agraria dalam Persepektif, h. 58-59
* Effendi Perangin, Hukum Agraria di Indonesia, h. 28-29
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dilaksanakan, maka dapat dilelang, setengah (2) hasil pelelangan tersebut
diberikan kepada penggugat secara tunai.

Menurut hakim Pengadilan Agama Surabaya, Bpk. Bisri Musatqim, dalam
persidangan ini sebagai hakim ketua, menjelaskan dampak dari putusan
Mahkamah Agung yang membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama
Surabaya dan Pengadilan Agama Surabaya. Apabila ada pemilik/ahli warisnya
memiliki bukti autentik, menggugat obyek sengketa yang telah diputus dan
dikabulkan oleh Mahkamah Agung, pasti Tergugat akan kalah dalam
pembuktian. Karena Tergugat tidak bisa menunjukkan sertifikat tanah (bukti
autentik) tersebut.

Disamping itu juga Tergugat tidak bisa mendaftarkan tanah atas namanya.
Karena dalam pendaftaran tanah harus ada sertifikat tanah asal, tidak bisa
membuktikan secara meyakinkan terhadap sebidang tanah yang telah dimiliki,
jadi tidak mungkin memperoleh izin pemindahan hak dari instansi pertanahan
yang berwenang.

. Analisis hukum Islam terhadap putusan Mahkamah Agung tentang pembatalan
putusan Pengadilan Tinggi Agama dan Pengadilan Agama Surabaya tentang
sistem pembuktian harta bersama

Setelah membaca duduk perkara dalam kasus ini dapat dipahami bahwa
masalah yang disengketakan antara pihak Penggugat kepada Tergugat adalah
pembagian harta bersama yang masih dikuasai Tergugat. Karena harta bersama

tersebut masih dikuasai oleh Tergugat seluruhnya. Penggugat mengaku bahwa
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tanah yang dikuasai Tergugat setengah berasal dari harta bawaan Penggugat,
karena dibeli sebelum Penggugat melakukan perkawinan dengan Tergugat, dan
selebihnya merupakan harta kekayaan bersama perkawinan antara Penggugat dan
Tergugat.

Sedangkan harta yang diperoleh Penggugat dan Tergugat selama
perkawinan, yaitu: Perabot rumah, berupa meja kursi tamu, meja makan (lengkap
dengan kursinya), 2 (dua) lemari pakaian, lemari buffet, 2 (dua) tempat tidur
(lengkap dengan kasur), serta alat-alat dapur,sebuah sepeda motor, sebuah TV 14
inch dan sebuah tipe, Peralatan kerja yang ada ditempat Penggugat kerja, dan
emas/perhiasan, yang sengaja dibeli oleh Tergugat tanpa sepengetahuan
Penggugat.

Pihak Penggugat untuk memperkuat gugatannya telah mengajukan bukti-
bukti. Baik bukti tertulis maupun bukti saksi. Begitu juga Tergugat telah
mengajukan bukti-bukti yang telah dibahas pada bab 3.

Bukti-bukti tulis maupun keterangan saksi, yang diajukan oleh pihak
Penggugat dalam persidangan, dari hasil pemeriksaan ternyata tidak ada bukti
tulis yang mendukung adanya bukti autentik jual beli tanah dari pemilik asal
kepada Penggugat yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu. Begitu
juga gugatatan-gugatan yang lain, Penggugat juga tidak bisa membuktikan
gugatannya. Maka majelis hakim Pengadilan Agama Surabaya dan Pengadilan

Tinggi Agama Surabaya tidak menerima gugatan Penggugat.
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Putusan hakim tersebut sesuai dengan al-Qur'an surat al-Baqarah, ayat 282,
yang berbunyi:

T’ — £ Py
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Artinya:

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara
tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan
hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan
Jjanganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya,
maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu
mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu)"”’

Ayat tersebut dikenal oleh para ulama' dengan nama ayat utang-piutang.
Ayat ini antara lain berbicara tentang anjuran, atau menurut sebagian ulama'
kewajiban menulis utang-piutang dan mempersaksikannya pada pihak ketiga
yang dipercaya (notaris), sambil menekankan perlunya menulis utang walaupun
sedikit, disertai jumlah dan ketetapan waktunya.®

Walaupun ayat utang piutang, semangat ayat itu adalah menulis segala
bentuk transaksi, termasuk jual beli tanah. Karena tanpa adanya akta tanah, tidak
mungkin memperoleh haknya sebagai jaminan utang, hak untuk menggadaikan

dan menjual tanah tersebut sesuai hukum yang berlaku.

Putusan hakim Pengadilan Agama Surabaya dan Pengadilan Tinggi Agama

® Departemen Agama, al-Qur’an dan Terjemahannya, h. 70
M. Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah, h. 602
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Surabaya juga sesuai dengan hadits nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas:

Artinya:

“Dari lbnu Abbas r.a: Sesungguhnya nabi Muhammad bersabda:
Seandainya diberikan kepada orang-orang itu tuntutan mereka, maka sungguh
orang-orang akan menuntut darah beberapa orang dan harta-harta mereka. Akan
tetapi sumpah wajib atas tergugat. Muttafaq ‘alaih.””

Keharusan ada buktinya bukti atas Penggugat itu, karena sesunggunhnya
Penggugat berada pada pihak yang kalah, sebab ia menggugat sesuatu yang
bertentangan dengan kenyataannya. Oleh karena itu diwajibkan Aujjah yang
kuat, yaitu bukti, sehingga dengan bukti itu Penggugat menjadi kuat.®

Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan Agama Surabaya dan
Pengadilan Tinggi Agama Surabaya. Mahkamah Agung beranggapan bahwa
bantahan Tergugat tersebut merupakan pengakuan berklausul. Oleh karenanya
Tergugat semestinya dibebani untuk membuktikan klausulnya. Dan berdasarkan
dari keterangan saksi Penggugat.

Oleh karena itu Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan
Tinggi Agama Surabaya dan Pengadilan Agama Surabaya berdasarkan

keterangan-keterangan saksi dari Penggugat.

Pertimbangan hakim Mahkamah Agung tersebut beradasarkan pada al-

" Imam Abi Muslim, Shahih Muslim Juz 12, h. 3-4
8 Abubakar Muhammad, Terjemah Subulussalam, h. 559-560
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Artinya:
“..Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di
antaramu). Jika tidak ada dua orang lelaki maka boleh seorang lelaki bersama
dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu sukai, supaya jika yang seorang
lupa maka seorang lagi mengingatnya. Dan janganlah saksi-saksi itu enggan
(memberi keterangan) apabila mereka dipanggil...."”"
Tapi saksi yang diajukan Tergugat tidak memenuhi persyaratan sebagai
saksi. Syarat-syarat saksi, yaitu
1. Menerangkan apa yang dilihat, ia dengar, dan ia alami sendiri (pasal 171
HIR);

2. Diketahui sebab-sebab ia mengetahui peristiwa (pasal 171 (1) HIR);

3. Bukan merupakan pendapat atau kesimpulan saksi sendiri (pasal 171 (2)
HIR);

4. Saling bersesuaian satu sama lain (pasal 170 HIR);

5. Tidak bertentangan dengan akal sehat.

Selain itu saksi ditolak oleh Tergugat. Oleh sebab itu ayat tersebut sangat

tidak layak untuk di jadikan dasar hukum oleh hakim.

° Departemen Agama, Al-Qur’an dan Terjemahannya, h. 70
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Mahkamah Agung Seharusnya menguatkan putusan Pengadilan Tinggi
Agama Surabaya dan Pengadilan Agama Surabaya tentang sistem pembuktian
harta bersama ini, yaitu dengan sistem alat bukti tulis, karena alat bukti tulis
adalah bukti yang sempurna, bukan keterangan saksi, karena saksi tidak ada

yang memenuhi syarat-syarat saksi.
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PENUTUP

A. Kesimpulan

Pembahasan dan analisis terhadap kasus pembatalan putusan Pengadilan

Agama Surabaya dan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tentang sitem

pembuktian harta bersama oleh Mahkamah Agung, menyimpulkan sebagai

berikut:

1.

2.

Hakim Mahkamah Agung dalam membatalkan putusan Pengadilan Tinggi
Agama Surabaya dan Pengadilan Agama Surabaya tentang sistem
pembuktian harta bersama, mempertimbangkan penggunaan sistem
pembuktian saksi sebagai alat bukti. Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung
ini didasarkan pada HIR/RIB Pasal 171. Tetapi, Saksi yang diajukan oleh
penggugat dalam persidangan tidak melihat, mendengar, dan mengalami
sendiri. Dan ini bertentangan dengan pasal 171 HIR/RIB bahwa saksi harus
melihat, mendengar, dan mengalami sendiri. Sedangkan Pengadilan Tinggi
Agama Surabaya dan Pengadilan Agama Surabaya sudah benar
menggunakan sistem pembuktian dengan sertifikat tanah (bukti autentik),
hal ini berdasarkan HIR/RIB pasal 165 dan 167.

Implikasi hukum putusan Pengadilan Agama Surabaya dan Pengadilan

Tinggi Agama Surabaya yang dibatalkan oleh Mahkamah Agung tentang
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sistem pembuktian harta bersama, apabila ada pemilik/ahli warisnya
memiliki bukti autentik, menggugat obyek sengketa tersebut, Tergugat akan
kalah dalam pembuktian. Karena Penggugat tidak bisa menunjukkan
sertifikat tanah (bukti autentik) tersebut.

dasar hukum Islam terhadap putusan Mahkamah Agung tentang pembatalan
putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dan Pengadilan Agama
Surabaya tentang sistem pembuktian harta bersama kurang tepat, karena
hanya dengan keterangan saksi. Saksi sendiri dalam hukum Islam harus
melakukan sendiri, menyaksikan sendiri, dan melihat sendiri. Seharusnya
hakim Mahkamah Agung juga mempertimbangkan bukti autentik, dalam

hukum Islam segala bentuk transaksi harus ditulis.

B. Saran

I.

2.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan dalam
memutusakan perkara pembuktian harta bersama. Jika ada kesalahan dalam
penerapan hukum maka akan berakibat fatal terhadap putusan yang dibuat
oleh hakim.

Dalam jual beli, khususnya tanah, segera dibalik namakan dari pihak penjual
ke pihak pembeli di depan notaris atau pejabat yang berwenang untuk itu.
Karena harta ini membawa dampak saat terjadi gugatan di pengadilan

tentang pembagian harta bersama.
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